
a. bahwa ketentuan mengenai tata cara pemberian 
pembebasan bea masuk atas impor barang untuk 
keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang 
bertugas di Indonesia, telah diatur dalam Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2015 tentang 
Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk 
Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya yang 
Bertugas di Indonesia sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.04/2018 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 148/PMK.04/2015 tentang' Pembebasan Bea 
Masuk atas Impor Barang untuk Keperluan Badan 
Internasional Beserta Pejabatnya yang Bertugas di 
Indonesia; 

b. bahwa. untuk memberikan kepastian hukum mengenai 
perlakuan kepabeanan bagi badan intemasional beserta 
pejabatnya yang bertugas di Indonesia serta untuk 
meningkatkan pelayanan kepabeanan atas impor barang 
keperluan badan intemasional beserta pejabatnya yang 
bertugas di Indonesia, perlu melakukan penY.empumaan 
terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud . dalam huruf a dan huruf b, serta untuk 
melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Undang­ 
Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang­ 
Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, 
perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang 
Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk 
Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya yang 
Bertugas di Indonesia; 
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Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang 

meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di 
atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi 
Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku 
U ndang-Undang Kepabeanan. 

2. Badan Intemasional adalah badan perwakilan organisasi 
internasional di bawah Perserikatan Bangsa Bangsa atau 
badan di bawah perwakilan negara asing atau 
organisasi/lembaga asing lainnya, yang bertempat dan 
berkedudukan di Indonesia. 

3. Pejabat Badan Internasional yang selanjutnya disebut 
Pejabat adalah kepala, pejabat/staf, dan tenaga ahli 
Badan Internasional. 

4. Kerja Sarna Teknik adalah bantuan yang dapat berupa 
hibah/sumbangan dari luar negeri dalam kerangka kerja 
sama di bidang teknik, ilmu pengetahuan, sosial, 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

MEMUTUSKAN: 
PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN 
BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN 
BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG 
BERTUGAS DI INDONESIA. 

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 
tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang 
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 954); 

- 2 - 

Menetapkan 

Mengingat 

jdih.kemenkeu.go.id

https://jdih.kemenkeu.go.id/api/AppMediaCatalogs/Download/9d9e91bd-e9f0-4e8c-86f1-c6841cf834f3
https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/1995/10TAHUN~1995UU.HTM
https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2006/17TAHUN2006UU.HTM
https://jdih.kemenkeu.go.id/download/ff63731a-9417-4f4f-adcf-127f3fa434ce/39TAHUN2008UU.pdf
https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2020/57TAHUN2020PERPRES.pdf
https://jdih.kemenkeu.go.id/download/a659847a-95b2-40b0-9da4-6972f9a151b1/118~PMK.010~2021Per.pdf
https://jdih.kemenkeu.go.id/download/42b2deb0-b570-4a1b-a111-a0794105d752/141~PMK.01~2022.pdf


Pasal 4 
(1) Penetapan Badan Intemasional yang berhak 

mendapatkan pembebasan bea masuk se bagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) clan penetapan Badan 
Internasional yang berhak mendapatkan pembebasan bea 
masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan 
setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari 

A; 

Pasal 3 
Dalam hal terdapat perjanjian internasional yang telah 
diratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan mengenai perjanjian internasional, yang di 
dalamnya terdapat ketentuan yang mengatur mengenai 
pemberian pembebasan bea masuk, perlakuan kepabeanan 
atas impor barang untuk keperluan Badan Internasional 
beserta Pejabatnya mendasarkan pada ketentuan dalam 
perjanjian tersebut sampai dengan berakhirnya perjanjian. 

Pasal 2 
(1) Impor barang untuk keperluan Badan Internasional 

beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia, dapat 
diberikan pembebasan bea masuk. 

(2) Badan Internasional yang dapat diberikan pembebasan 
bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan Badan Intemasional yang tidak menjalankan 
usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan 
di Indonesia. 

BAB II 
PEMBEBASAN BEA MASUK 

kebudayaan, clan ekonomi, tidak termasuk didalamnya 
kredit-kredit clan penanaman modal asing. 

5. Kendaraan Bermotor Untuk Badan Internasional Beserta 
Pejabatnya yang selanjutnya disebut Kendaraan 
Bermotor adalah alat transportasi atau kendaraan yang 
digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain 
kendaraan yang berjalan di atas rel, di laut, maupun di 
udara, dalam rangka pelaksanaan tugas Badan 
Internasional beserta Pejabatnya serta untuk 
pelaksanaan Kerja Sama Teknik. 

6. Barang Pindahan Badan Internasional Beserta 
Pejabatnya yang selanjutnya disebut Barang Pindahan 
adalah barang rumah tangga clan/ atau Kendaraan 
Bermotor yang karena kepindahan pemiliknya ke 
Indonesia, dimasukkan ke dalam Daerah Pabean 
Indonesia untuk menunjang tugas Badan Internasional 
beserta Pejabatnya di Indonesia. 

7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang keuangan. 

8. Pejabat Bea clan Cukai adalah pegawai Direktorat 
Jenderal Bea clan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan 
tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu 
berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan. 

9. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. 
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Pasal 6 
(1) Pembebasan bea masuk kepada Badan lntemasional 

beserta Pejabatnya dapat diberikan setelah mendapatkan 
persetujuan terlebih dahulu dari: 
a. menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang kesekretariatan negara, 
dalam hal digunakan untuk keperluan sebagaimana 

-471 

Pasal 5 
(1) Barang untuk keperluan Badan Intemasional beserta 

Pejabatnya yang diberikan pembebasan bea masuk 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), harus 
digunakan untuk keperluan: 
a. kantor Badan Intemasional; 
b. pribadi dan/atau keluarganya terrnasuk Barang 

Pindahan; 
c. tenaga ahli (professional equipment); 
d. proyek dan non proyek dalam rangka pelaksanaan 

Kerja Sama Teknik; dan/ atau 
e. kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan 

Internasional yang dihadiri oleh kepala negara 
dan/ atau pimpinan Badan lnternasional. 

(2) Pembebasan bea masuk atas impor barang sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) huruf b yang akan digunakan 
untuk keperluan Pejabat dapat diberikan sepanjang 
Pejabat yang bersangkutan: 
a. diangkat langsung oleh Badan Internasional yang 

bersangkutan; 
b. mendapatkan persetujuan dari menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
kesekretariatan negara untuk menjalankan tugas 
atau jabatan di Indonesia; 

c. menjalankan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok 
dan fungsi Badan Intemasional; 

d. berdomisili dan berkedudukan di Indonesia; dan 
e. berkewarganegaraan asing. 

(3} Pernbebasan bea masuk atas Barang Pindahan berupa 
Kendaraan Bermotor untuk keperluan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya diberikan kepada 
Pejabat yang merupakan kepala Badan Internasional. 

(4) Barang Pindahan dapat diberikan pembebasan bea 
masuk apabila diimpor dalam jangka waktu paling lama 
6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal izin tinggal 
diterbitkan. 

(5) Barang impor yang digunakan tidak sesuai dengan 
tujuan pemberian pembebasan bea masuk sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), bea masuk yang terutang wajib 
dibayar dan dikenakan sanksi administratif sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
mengenai sanksi administratif di bidang kepabeanan. 

menteri yang menyelenggarakan tirusan pemerintahan di 
bidang kesekretariatan negara. 

(2) Penetapan Badan Internasional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. 
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Pasal 8 
(1) Untuk memperoleh pembebasan bea masuk atas impor 

barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), 
Badan Intemasional harus mengajukan permohonan 
kepada Menteri melalui: 
a. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan 

Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan 
Cukai tempat pemasukan barang, dalam hal barang 
impor berupa Kendaraan Bermotor; atau 

b. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau 
Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 
Cukai tempat pemasukan barang, dalam hal barang 
impor berupa barang selain Kendaraan Bermotor. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diajukan setelah mendapatkan persetujuan terlebih 
dahulu dari: 
a. menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang kesekretariatan negara, 
dalam hal digunakan untuk keperluan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai 
dengan huruf d; atau 

b. menteri/kepala lembaga terkait selaku ketua panitia 
nasional kegiatan atau pejabat yang ditunjuk, dalam 
hal digunakan untuk keperluan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e. 

BAB III 
TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN 

Pasal 7 
Barang impor untuk keperluan Badan lnternasional beserta 
Pejabatnya yang telah diberikan pembebasan bea masuk 
sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dapat 
diberikan fasilitas: 
a. pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak 

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah; dan 

b. dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan 
Pasal 22, 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di 
bidang perpajakan. 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai 
dengan huruf d; atau 

b. menteri/kepala lembaga terkait selaku ketua panitia 
nasional kegiatan atau pejabat yang ditunjuk, dalam 
hal digunakan untuk keperluan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e. 

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diterbitkan dengan memperhatikan ulruran kepatutan 
jumlah dan jenis barang yang diberikan fasilitas 
pembe basan bea masuk dengan mengacu pada jumlah 
Pejabat, tugas, fungsi, dan kebutuhan Badan 
Intemasional beserta Pejabatnya. 
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Pasal 9 
(1) Dalam hal permohonan sebagatmana dimaksud dalam 

Pasal 8 ayat (1): 
a. berupa Kendaraan Bermotor, Kepala Kantor Wilayah 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala 
Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai; atau 

(3) Persetujuan untuk dapat diberikan pembebasan bea 
masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling 
sedikit memuat: 
a. identitas penerlma fasilitas berupa narna penertma 

fasilitas, jabatan, nama Badan Internasional, dan 
alamat; dan 

b. rincian jumlah barang, jenis barang, perkiraan harga 
barang dan pelabuhan pemasukan yang diberikan 
persetujuan untuk mendapatkan pembebasan bea 
masuk. 

(4) Pennohonan sebagatmana dimaksud pada ayat (1), 
memuat informasi paling sedikit mengenai: 
a. identitas penerima fasilitas, berupa nama penerima 

fasilitas, jabatan, nama Badan Intemasional, dan 
alamat; 

b. rincian jurnlah barang, jenis barang, perkiraan harga 
barang, dan pelabuhan pemasukan yang disetujui 
untuk mendapatkan pembebasan bea masuk; 

c. kartu identitas atau surat izin penugasan selaku 
penerima fasilitas atau pemohon: dan 

d. invoice atau dokumen yang dipersamakan. 
(5) Dalam hal barang impor berupa Kendaraan Bermotor, 

rincian jenis barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf b dan ayat (4) huruf b paling sedikit memuat jenis, 
merek, tipe, nomor mesin, nomor rangka, kapasitas 
mesin, dan tahun pembuatan kendaraan. 

{6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan secara elektronik kepada Portal Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai melalui ·sistem Indonesia 
National Single Window. 

(7) Permohonan serta hasil pindaian dari dokumen asli 
lampiran permohonan diteruskan oleh Sistem Indonesia 
National Single Window ke sistem tnformasi kementerian 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
kesekretariatan negara atau kementerian/lembaga 
terkait selaku ketua panitia nasional kegtatan atau 
pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan persetujuan. 

(8) Dalam hal Portal Direktorat Jenderal Bea clan Cukai 
dan/ atau Sistem Indonesia National Single Window. 
belum dapat diterapkan atau mengalami gangguan 
operasional, permohonan sebagaimana dirnaksud pada 
ayat (1). diajukan secara tertulis disertai dengan: 
a. lampiran pennohonan dalam bentuk salinan cetak 

(hardcopy); dan 
b. hasil pindaian dari dokumen asli dalam media 

penyimpan data elektronik dalam bentuk salinan 
digital (sojtcopy). 
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b. selain Kendaraan Bermotor, Kepala Kantor 
Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, 

melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan 
untuk mendapatkan pembebasan bea masuk. 

(2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 ayat ( 1) disetujui: 
a. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan 

Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan 
Cukai atas nama Menteri menerbitkan Keputusan 
Menteri mengenai pembebasan bea masuk atas 
impor barang untuk keperluan Badan Intemasional 
beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia, 
dalam hal barang berupa Kendaraan Bermotor; atau 

b. Kepala Kantor Pelayanan Utarna Bea dan Cukai atau 
Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 
Cukai atas nama Menteri menerbitkan Keputusan 
Menteri mengenai pembebasan bea masuk atas 
impor barang untuk keperluan Badan lntemasional 
beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia, 
dalam hal barang selain Kendaraan Bermotor. 

(3) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun 
terhitung sejak tanggal ditetapkan. 

(4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 ayat (1) tidak disetujui: 
a. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan 

Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan 
Cukai atas nama Menteri menerbitkan surat 
pemberitahuan penolakan dengan menyebutkan 
alasan penolakan, dalam hal barang berupa 
Kendaraan Bermotor; atau 

b. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau 
Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 
Cukai atas nama Menteri menerbitkan surat 
pemberitahuan penolakan dengan menyebutkan 
alasan penolakan, dalam hal barang selain 
Kendaraan Bermotor. 

(5) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan 
Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, 
atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 
Cukai atas nama Menteri memberikan persetujuan atau 
penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dan ayat (4), dalam jangka waktu paling 
lama: 
a. 5 (lima) jam kerja terhitung setelah permohonan 

diterima secara lengkap dan benar, dalam hal 
permohonan diajukan secara elektronik 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6); dan 

b. 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah permohonan 
diterima secara lengkap dan benar, dalam hal 
permohonan diajukan secara tertulis sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8). 
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Pasal 11 
Pembebasan bea masuk atas impor Kendaraan Bermotor 
dalam keadaan jadi/ Completely Built Up (CBU) untuk 
keperluan kantor Badan Intemasional, diberikan dengan 
ketentuan sebagat berikut: 
a. untuk perwakilan Badan Intemasional di bawah 

Perserikatan Bangsa-Bangsa, paling banyak 2 (dua) unit; 
dan 

b. untuk Badan Intemasional lainnya, paling banyak 
1 (satu) unit. 

Bagtan Kesatu 
Kuota Atas Imper Kendaraan Bermotor 

BABV 
KUOTA DAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN 

KENDARAANBERMOTOR 

Pasal 10 
(1) Tata laksana impor barang untuk keperluan Badan 

Intemasional beserta Pejabatnya yang bertugas di 
Indonesia, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan mengenat impor barang 
untuk dipakai, barang kiriman, dan barang bawaan 
penumpang. 

(2) Impor barang untuk keperluan Badan Intemasional 
beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia, 
dilaksanakan dengan menggunakan pemberitahuan 
pabean sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1). 

(3) Dalam hal barang Impor untuk keperluan Badan 
Intemasional beserta Pejabatnya merupakan barang 
larangan atau pembatasan, barang impor harus 
memenuhi ketentuan larangan atau pembatasan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada 
saat impor barang. 

(4) Pemenuhan kewajiban pabean atas impor barang untuk 
keperluan Badan Intemasional beserta Pejabatnya, 
dilakukan dengan mengajukan Pemberitahuan Pabean 
Impor dengan mencantumkan nomor dan tanggal 
Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalarn 
Pasal 9 ayat (2) serta kode fasilitas "11" dalam dokumen 
Pemberitahuan Pabean Impor. 

BAB IV 
PEMBERITAHUANPABEAN 

DAN LA.RANG.AN ATAU PEMBATASAN 

(6) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2} 
dan surat pemberitahuan penolakan sebagatmana 
dimaksud pada ayat (4) diterbitkan dengan menggunakan 
contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
huruf Adan Lampiran huruf B yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
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Pasal 15 
(1) Kendaraan Bermotor yang telah diberikan pembebasan 

bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 
sampai dengan Pasal 14 yang telah selesai digunakan 
untuk keperluan kantor Badan Internasional, Pejabatnya, 
Kerja Sama Teknik, atau kegiatan yang diselenggarakan 
oleh Badan Internasional yang dihadiri oleh kepala 
negara dan/ atau pimpinan Badan Intemasional, 
diselesaikan kewajiban pabeannya dengan cara: 
a. diekspor kembali; 
b. dipindahtangankan; atau 
c. dimusnahkan. 

(2) Dalam hal Kendaraan Bermotor yang diselesaikan dengan 
cara dipindahtangankan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b: 
a. tahun pembuatan pada saat diimpor melebihijangka 

waktu 5 (lima) tahun; atau 
b. digunakan untuk keperluan kegiatan yang 

diselenggarakan oleh Badan Intemasional yang 
dihadiri oleh kepala negara dan/ atau pimpinan 
Badan lnternasional, 

pemindahtanganan hanya dapat dilakukan kepada 
penerima fasilitas lainnya. 

Pasal 14 
Untuk keperluan kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan 
Intemasional yang dihadiri oleh kepala negara dan/ atau 
pimpinan Badan Internasional, dapat diberikan pembebasan 
bea masuk atas impor Kendaraan Bermotor dalam keadaan 
jadi/ Completely Built Up (CBU) yang ditetapkan oleh 
menteri/kepala lembaga terkait selaku ketua panitia nasional 
kegiatan atau pejabat yang ditunjuk. 

Pasal 13 
Untuk keperluan Kerja Sama Teknik, dapat diberikan 
pembebasan bea masuk atas impor Kendaraan Bermotor 
dalam keadaan jadi/ Completely Built Up (CBU) sesuai dengan 
spesifikasi teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan Kerja 
Sama Teknik yang ditetapkan oleh menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
kesekretariatan negara. 

Bagian Kedua 
Penyelesaian Kewajiban Pabean Kendaraan Bermotor 

Pasal 12 
Pembebasan bea masuk atas impor Kendaraan Bermotor 
dalam keadaan jadi/ Completely Built Up (CBU), untuk: 
a. kepala perwakilan Badan Intemasional di bawah 

Perserikatan Bangsa-Bangsa, beserta pejabat setingkat 
Deputi; atau 

b. kepala Badan Internasional lainnya, 
diberikan paling ban.yak 1 ( satu) unit selama bertugas di 
Indonesia. 
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Pasal 16 
( 1) Untuk mendapatkan izin diekspor kembali sebagannana 

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, Badan 
Intemasional mengajukan permohonan kepada Menteri 
melalui Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea 
dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan 
Cukai tempat pemasukan, setelah mendapatkan 
persetujuan terlebih dahulu dart: 
a. menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang keselrreta.riatan negara, 
dalam hal ekspor kembali Kendaraan Bennotor 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, 
dan Pasal 13; atau 

b. menteri/kepala lembaga terkait selaku ketua panitia 
nasional kegtatan atau pejabat yang ditunjuk, dalam 
hal ekspor kembali Kendaraan Bermotor 
sebagalmana dimaksud dalam Pasal 14. 

(2) Persetujuan diekspor kembali sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I), paling sedikit memuat: 
a. identitas penerima fasilitas berupa nama penerima 

fasilitas, jabatan, nama Badan Intemasional, dan 
ala.mat; dan 

b. rincian barang yang disetujut untuk diekspor 
kembali yang paling sedikit memuat jumlah, jents, 
merek, tipe, nomor mesin, nomor rangka, kapasitas 
mesin, dan tahun pembuatan kendaraan. 

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memuat tnformasi paling sedikit mengenai: 
a. identitas penerima fasilitas berupa nama penerima 

fasilitas, jabatan, nama Badan lntemasional, dan 
alamat; 

b. rincian barang yang paling sedikit memuat jumlah, 
jenis, merek, tipe, nomor mesin, nomor rangka, 
kapasitas rnesin, dan tahun pembuatan kendaraan; 

c. kartu identitas atau surat izin penugasan selaku 
penerima fasilitas atau pemohon: 

d. Keputusan Menteri mengenai pemberian 
pembebasan bea masuk atas nama penerima 
fasilitas; 

e. surat keterangan pengimporan Kendaraan Bermotor 
berupa Formulir B ata.u surat keterangan lainnya; 
dan 

f. Surat Tanda Nomor Kendaraan, dalam hal diekspor 
kembali atas Kendaraan Bermotor sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13. 

(4) Pennohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan secara elektronik kepada Portal Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai melalui Sistem Indonesia 
National Single Window. 

Bagian Kesatu 
Permohonan Ekspor Kembali 

BAB VI 
EKSPOR KEMBALI KENDARAAN BERMOTOR 
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Pasal 17 
(1) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan 

Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan 
Cukai melakukan penelitian terhadap pemenuhan 
persyaratan atas pennohonan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 16 ayat (1). 

(2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16 ayat (1) disetujui, Kepala Kantor Wilayah 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor 
Pelayanan Utama Bea dan Cukai atas nama Menteri 
menerbitkan Keputusan Menteri mengenai ekspor 
kembali Kendaraan Bermotor untuk keperluan Badan 
Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas di 
Indonesia. 

(3) Keputusan Menteri sebagalmana dimaksud pada ayat (2) 
berlaku selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 
ditetapkan. . 

(4) Dalam hal permohonan sebagairnana dimaksud dalam 
Pasal 16 ayat (1) tidak disetujui, Kepala Kantor Wilayah 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor 
Pelayanan Utama Bea dan Cukai atas nama Menteri 
menerbitkan surat pemberitahuan penolakan dengan 
menyebutkan alasan penolakan. 

(5) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan 
Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan 
Cukai atas nama Menteri memberikan persetujuan atau 
penolakan atas permohonan sebagatmana dimaksud 
pada ayat (2) dan ayat (4), dalam jangka waktu paling 
lama: 
a. 5 (lima) jam kerja terhitung setelah pennohonan 

diterirna secara lengkap dan benar, dalam hal 
perm.oho nan diajukan secara elektronik 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4); 
atau 

b. 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah permohonan 
diterima secara lengkap dan benar, dalam hal 
permohonan diajukan secara tertulis sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6). 

(5) Permohonan serta hasil pindaian dart dokumen asli 
Iampiran permohonan diteruskan oleh Sistem Indonesia 
National Single Window ke ststern informasi kementerian 
yang rnenyelenggarakan urusan pemelintahan di bidang 
kesekretariatan negara atau kementerian/lembaga 
terkait selaku ketua panitia nastonal kegiatan atau 
pejabat yang ditunjuk untuk rnendapatkan persetujuan, 

(6) Dalam hal Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
dan/atau Sistem Indonesia National Single Window 
belum dapat diterapkan atau rnengalami gangguan 
operasional, permohonan sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1). diajukan secara tertulis disertai dengan: 
a. lampiran permohonan dalam bentuk salinan cetak 

(hardcopy); dan 
b. hasil pindaian dart dokumen asli dalam media 

penyimpan data elektronik dalam bentuk salinan 
digital (sojtcopy). 
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Pasal 19 
(1) Pemindahtanganan. sebagaimana · climaksud dalam 

Pasal 15 ayat (1) hurufb, dapat diberikan kepada: 
a. penerima fasilitas lainnya; atau 
b. selain penertrna fasilitas. 

(2) Penerima pemindahtanganan Kendaraan Bermotor 
kepada penerima .fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a, yakni: 
a. Badan Intemasional beserta Pejabatnya; 
b. perwakilan negara astng beserta pejabatnya; atau 
c. pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan atau 

lembaga dengan tujuan untuk kepentingan umum 
a tau penelitan dan pengembangan Ilmu 
pengetahuan. 

BAB VII 
PEMINDAHTANGANAN KENDARAAN BERMOTOR 

Bagian Kesatu 
Pindah Tangan 

Pasal 18 
(1) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 7 ayat (2), Badan Intemasional menyampaikan 
pemberitahuan pabean ekspor ke Kantor Pelayanan 
Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan Bea dan Cukai tempat pengeluaran barang. 

(2) Badan Internasional menyampaikan bukti realisasi 
ekspor yang meliputi pemberitahuan pabean ekspor 
dan/ atau dokumen pendukung lainnya kepada: 
a. menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang kesekretariatan negara, 
dalam hal ekspor kembali Kendaraan Bermotor 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, 
dan Pasal 13; dan 

b. menteri/kepala lembaga terkalt selaku ketua panitia 
nasional kegiatan atau pejabat yang ditunjuk, dalam 
hal ekspor kembali Kendaraan Bermotor 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. 

(3) Kendaraan Bennotor yang diekspor kembali sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), dibebaskan dari kewajiban 
pelunasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor 
yang terutang. 

Bagian Kedua 
Penyelesaian Ekspor Kembali 

(6) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dan surat pemberitahuan penolakan sebagairnana 
dimaksud pada ayat (4) diterbitkan dengan menggunakan 
contoh format sebagairnana tercantum dalam Lampiran 
huruf C dan Lampiran huruf B yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
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Untuk mendapatkan izin pemindahtanganan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, 
Badan Internasional mengajukan permohonan kepada 
Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan 
Utama Bea dan Cukai tempat pemasukan setelah 
mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari: 
a. menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang kesekretariatan negara, 
dalam hal pindah tangan Kendaraan Bermotor 
se bagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, 
dan Pasal 13; a tau 

(1) 
Pasal 20 

Bagian Kedua 
Permohonan Izin Pemindahtanganan 

(3) Penerima pemindahtanganan Kendaraan Bermotor 
kepada selain penerima fasilitas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b, yakni: 
a. pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan atau 

lembaga dengan tujuan selain untuk kepentingan 
umum atau penelitan dan pengembangan ilmu 
pengetahuan; atau 

b. Orang yang mempunyai kewajiban melunasi bea 
masuk dan pajak terhutang. 

(4) Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. telah digunakan paling singkat selama 3 (tiga) tahun 

bagi Kendaraan Berrnotor sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 11 atau paling singkat selama 2 (dua) 
tahun bagi Kendaraan Bermotor sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 terhitung sejak tanggal 
pemberitahuan pabean impor; 

b. masa tugas kepala perwakilan Badan Intemasional 
di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, kepala 
Badan Intemasional lainnya, dan Pejabat setingkat 
deputi, bera.khir sebelum 2 (dua) tahun, yang 
dibuktikan dengan surat persetujuan pengakhiran 
penugasan; 

c. Kendaraan Bermotor tersebut secara meyakinkan 
terbukti tidak dapat atau tidak layak dipergunakan 
lagi dalam melaksanakan tugas; 

d. telah berakhirnya masa pelaksanaan Kerja Sama 
Teknik; atau 

e. telah selesainya pelaksanaan kegiatan yang 
diselenggarakan oleh Badan Internasional yang 
dihadiri oleh kepala negara clan/ atau pimpinan 
Badan lntemasional. 

(5) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) huruf a sampai dengan huruf d yang 
disebabkan oleh kondisi khusus, dapat diberikan oleh 
Menteri setelah mendapatkan persetujuan terlebih 
dahulu dari pimpinan kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
kesekretariatan negara. 
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Ir; 

b. menteri/kepala lembaga terkait selaku ketua panitia 
nasional kegiatan atau pejabat yang ditunjuk dan 
menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang kesekretariatan negara, 
dalam hal pindah tangan Kendaraan Bermotor 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. 

(2) Persetujuan pemindahtanganan sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1), paling sedikit memuat: 
a. identitas penerima fasilitas berupa nama penerima 

fasilitas, jabatan, nama Badan Internasional, dan 
alamat; 

b. identitas penerima pemindahtanganan berupa nama 
penerima pemindahtanganan, jabatan, nama Badan 
Internasional/ perwakilan negara asing/ pemerintah 
pusat/pemerintah daerah/badan/lembaga atau 
nomor identitas, dan alamat; dan 

c. rincian barang yang disetujui untuk 
dipindahtangankan yang paling sedikit memuat 
jumlah, jenis, merek, tipe, nomor mesin, nomor 
rangka, kapasitas mesin, dan tahun pembuatan 
kendaraan. 

(3) Permohonan pemindahtanganan Kendaraan Bermotor 
kepada penerima fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a memuat informasi paling 
sedikit mengenai: 
a. identitas penerima fasilitas berupa nama penerima 

fasilitas, jabatan, nama Badan Internasional, dan 
alamat; 

b. identitas penerima pemindahtanganan berupa nama 
penerima pemindahtanganan, jabatan, nama Badan 
Internasional/ perwakilan negara asing/ pemerintah 
pusat/pemerintah daerah/badan/lembaga, dan 
alamat; 

c. rincian barang yang paling sedikit memuat jumlah, 
jenis, rnerek, tipe, nomor mesin, nomor rangka, 
kapasitas mesin, dan tahun pembuatan kendaraan; 

d. kartu identitas atau surat izin penugasan selaku 
penerima fasilitas atau pemohon; 

e. kartu identitas atau surat izin penugasan selaku 
penerima pemindahtanganan; 

f. Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea 
masuk atas nama penerima fasilitas; 

g. surat keterangan pengimporan Kendaraan Bermotor 
berupa Formulir B atau surat keterangan lainnya; 

h. Surat Tanda Nomor Kendaraan dalam hal pindah 
tangan atas Kendaraan Bermotor sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pas al 13; 
dan 

i, surat pernyataan kesediaan menerima hibah dari 
pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan, atau 
lembaga, dalam hal dihibahkan kepada pemerintah 
pusat, pemerintah daerah, badan, atau lembaga 
dengan tujuan untuk kepentingan umum atau 
penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. 
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/fl 

{4) Permohonan pernindahtanganan Kendaraan Bermotor 
kepada selain penerirna fasilitas dengan rnelunasi bea 
rnasuk dan pajak yang terutang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 19 ayat ( 1) huruf b memuat informasi paling 
sedikit mengenai: 
a. identitas penerima fasilitas berupa nama penerirna 

fasilitas, jabatan, nama Badan Intemasional, dan 
alarnat; 

b. identitas penerima pemindahtanganan berupa nama 
penerima pemindahtanganan, jabatan, nama 
pemerintah pusat/ pemerintah daerah/badan/ 
lembaga atau nomor identitas, dan alamat; 

c. rincian barang yang paling sedikit mernuat jumlah, 
jenis, rnerek, tipe, nomor mesin, nornor rangka, 
kapasitas mesin, dan tahun pernbuatan kendaraan; 

d. kartu identitas atau surat izin penugasan selaku 
penerirna fasilitas atau pemohon; 

e. kartu identitas penerirna pemindahtanganan; 
f. Keputusan Menteri rnengenai pernbebasan bea 

masuk atas nama penerima fasilitas; 
g. surat keterangan pengimporan Kenclaraan Bermotor 

berupa Formulir B atau surat keterangan lainnya; 
h. bukti eek fisik Kendaraan Bermotor; 
i. Surat Tanda Nomor Kendaraan dalam hal pindah 

tangan atas Kendaraan Bermotor sebagaimana 
dimaksud clalam Pasal 11, Pasal 12, clan Pasal 13; 
dan 

j. dalam hal dipindahtangankan kepada pernerintah 
pusat, pemerintah claerah, badan atau lembaga 
dengan tujuan selain untuk kepentingan umum 
atau penelitan dan pengembangan ilmu 
pengetahuan, permohonan dilengkapi dengan 
dokumen berupa: 
1. surat pernyataan bersedia melunasi bea masuk 

clan pajak terutang apabila tujuan 
peruntukannya bukan untuk kepentingan 
umum atau penelitian dan pengembangan ilmu 
pengetahuan; dan/ atau 

2. surat perjanjian Kerja Sama Teknik a tau nota 
kesepahaman atau sejenisnya. 

(5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan secara elektronik kepada Portal Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai melalui Sistem Indonesia 
National Single Window. 

(6) Permohonan serta hasil pindaian dari dokumen asli 
lampiran permohonan diteruskan oleh Sistem Indonesia 
National Single Window ke sistem informasi kementerian 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
kesekretariatan negara atau kementerian/lembaga terkait 
selaku ketua panitia nasional kegiatan atau pejabat yang 
ditunjuk untuk rnendapatkan persetujuan. 

- 15 - 

jdih.kemenkeu.go.id



Pasal 21 
(1) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan 

Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan 
Cukai melakukan penelitian terhadap pemenuhan 
persyaratan atas permohonan pemindahtanganan 
Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 20 ayat (1). 

(2) Dalam hal pennohonan pemindahtanganan Kendaraan 
Bermotor sebagatmana dimaksud dalam Pasal 20 ayat ( 1) 
disetujui, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea 
dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan 
Cukai atas nama Menteri menerbitkan: . 
a. Keputusan Menteri mengenai pemindahtanganan 

Kendaraan Bermotor untuk keperluan Badan 
Intemasional beserta Pejabatnya yang bertugas di 
Indonesia, dalam hal peroindahtanganan dilakukan 
kepada penerima fasilitas lainnya; atau 

b. Surat Izin Pemindahtanganan dengan Kewajiban 
Membayar Bea Masuk dan/atau PPN atau PPN dan 
PPnBM serta Tidak Dipungut PPh Pasal 22, dalam 
hal pemmdahtanganan dilakukan kepada selain 
penerima fasilitas. 

(3) Surat Izin Pemindahtanganan dengan Kewajiban 
Membayar Bea Masuk dan/atau PPN atau PPN dan 
PPnBM serta Tidak Dipungut PPh Pasal 22 sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b berlaku selama 60 (enam 
puluh) hart terhitung sejak tanggal ditetapkan. 

(4) Dalam hal permohonan sebagalmana dimaksud dalam 
Pasal 20 ayat (1) tidak disetujui, Kepala Kantor Wilayah 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor 
Pelayanan Utama Bea dan Cukai atas nama Menteri 
menerbitkan surat pemberitahuan penolakan dengan 
menyebutkan alasan penolakan. 

(7) Dalam hal Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
dan/ atau Sistem Indonesia National Single Window belum 
dapat diterapkan atau mengalarm gangguan operasional, 
pennohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
diajukan secara tertulis dengan ketentuan: 
a. disertai dengan lampiran pennohonan dalam bentuk 

salinan cetak (hardcopy); 
b. disertai dengan hasil pindaian dari dokumen asli 

dalam media penyimpan data elektronik dalam 
bentuk salinan digital ( sojtcopy); 

c. permohonan secara tertulis diajukan dalam jangka 
waktu · paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak 
tanggal diterbitkan persetujuan sebagatmana 
dimaksud pada ayat (I) huruf a atau huruf b; dan 

d. dalam hal pennohonan secara tertulis diajukan 
melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 
huruf c, terhadap permohonan sebagatmana 
dimaksud pada ayat (1) ditolak. 
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/f) 

Pasal 22 
(1) Dalam hal Kendaraan Berrnotor dipindahtangankan 

kepada Badan Intemasional sebagalmana dimaksud 
dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, Badan Intemasional 
penerima pemindahtanganan Kendaraan Bermotor, 
mengajukan permohonan pembebasan bea masuk 
kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah Dlrektorat 
Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan 
Utama Bea dan Cukai setelah mendapat persetujuan 
terlebih dahulu dari menteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara. 

(2) Dalarn hal Kendaraan Bennotor dipindahtangankan 
kepada perwakilan negara asing sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, pemberian pembebasan 
bea masuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan mengenai pembebasan 
bea masuk atas irnpor barang perwakilan negara asing 
beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia. 

(3) Dalam hal Kendaraan Bermotor dipindahtangankan 
kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan atau 
lernbaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) 
huruf c, pemberian pembebasan bea masuk dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang oleh 
pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan 
untuk kepentmgan umum dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan mengenat pembebasan bea masuk 
atas impor barang untuk keperluan penelitian dan 
pengembangan ilmu penget.ahuan. 

Baglan Ketiga 
Permohonan Pembebasan Bea Masuk 

oleh Penerima Pemindahtanganan 

(5) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan 
Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan 
Cukai atas nama Menteri memberikan persetujuan atau 
penolakan atas permohonan pemindahtanganan 
Kendaraan Bermotor kepada penerima fasilitas lainnya 
sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) dan ayat (4), dalarn 
jangka waktu paling lama: 
a. 5 (lima) jam kerja terhitung setelah permohonan 

diterima secara lengkap dan benar, dalarn hal 
permohonan diajukan secara elektronik sebagalmana 
dimaksud dalam Pasal 20 ayat {5); atau 

b. 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah permohonan 
dtterima secara lengkap dan benar, dalam hal 
permohonan diajukan secara tertulis sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (7). 

(6) Keputusan Menteri dan Surat lzin Pemindahtanganan 
sebagairnana dimaksud pada ayat (2) dan surat 
pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) diterbitkan dengan menggunakan contoh format 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D, 
Lamplran Huruf E, dan Lampiran huruf B yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
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Pasal 23 
(1) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan 

Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan 
Cukai melakukan penelitian terhadap pemenuhan 
persyaratan atas permohonan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 22 ayat (1). 

(2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 22 ayat (1) disetujui, Kepala Kantor Wilayah 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor 
Pelayanan Utama Bea dan Cukai atas nama Menteri 
menerbitkan Keputusan Menteri mengenai pembebasan 
bea masuk atas pemindahtanganan Kendaraan Bennotor 
untuk keperluan Badan lnternasional beserta Pejabatnya 
yang bertugas di Indonesia. 

(4) Persetujuan untuk dapat diberikan pembebasan bea 
masuk sebagairnana dimaksud pada ayat (1), paling 
sedikit memuat: 
a. identltas penerima fasilitas berupa nama penerima 

fasilitas, jabatan, nama Badan Intemasional, dan 
alamat; dan 

b. rincian barang yang disetujui untuk mendapatkan 
pembebasan bea masuk yang paling sedikit memuat 
jumlah, jenls, merek, tlpe, nomor mesin, nomor 
rangka, kapasitas mesin, dan tahun pembuatan 
kendaraan. 

(5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
memuat informasi paling sedikit mengenai: 
a. identitas penerima fasilitas berupa nama penertma 

fasilitas, jabatan, nama Badan Internasional, dan 
alamat; 

b. rtncian barang yang paling sedikit memuat jumlah, 
jenis, merek, tipe, nomor mesin, nomor rangka. 
kapasitas rnesin, dan tahun pembuatan kendaraan; 

c. kartu identitas atau surat izin penugasan selaku 
penerima fasilitas atau pemohon; dan 

d. invoice atau dokumen yang dipersamakan. 
(6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan secara elektronik kepada Portal Direktorat 
-Jenderal Bea dan Cukai melalui Sistem Indonesia 
National Single Window. 

(7) Permohonan serta hasil pindaian dari dokumen asli 
lampiran permohonan diteruskan oleh Sistem Indonesia 
National. Single Window ke sistem informasi kementerian 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
kesekretariatan negara. 

(8) Dalam hal Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
dan/atau Sistem Indonesia National Single Window belum 
dapat diterapkan atau mengalami gangguan operasional, 
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
diajukan secara tertulis disertai dengan: 
a. lampiran permohonan dalam bentuk salinan cetak 

(hardcopy); dan 
b. hasil pindaian dart dokumen asli dalam media 

penyimpan data elektronik dalam bentuk salinan 
digital (sojtcopy). 
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Pasal 25 
(1) Pemindahtanganan Kendaraan Bermotor sebagatmana 

dimaksud dalarn Pasal 19 ayat (1) terutang bea masuk 
dan pajak dalam rangka impor yang harus dilunasi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan di bidang kepabeanan dan perpajakan. 

Pasal 24 
(1) Badan Intemasional dapat mengajukan pembatalan 

terhadap Surat Izin Pemindahtanganan sebagatmana 
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b. 

(2) Pengajuan pembatalan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diajukan oleh Badan lntemasional paling lambat 
pada hari ke 30 (tiga puluh) terhitung sejak diterbitkan 
Surat Izm Permndahtanganan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b. 

(3} Atas pembatalan Surat Izin Pernindahtanganan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor 
Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala 
Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai menerbitkan 
surat pembatalan atas Surat Izin Pemindahtanganan 
dengan Kewajiban Membayar Bea Masuk dan/atau PPN 
atau PPN dan PPnBM serta Tidak Dipungut PPh Pasal 22. 

Bagian Keempat 
Pengenaan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor 

(3) Dalam hal permohonan sebagannana dimaksud dalam 
Pasal 22 ayat (1) tidak disetujui, Kepala Kantor Wilayah 
Direktorat J enderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor 
Pelayanan Utama Bea dan Cukai atas nama Menteri 
menerbitkan surat pemberitahuan penolakan dengan 
menyebutkan alasan penolakan. 

(4) Kepala Kantor Wilayah Direktorat J enderal Bea dan 
Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan 
Cukai atas nama Menteri memberikan persetujuan atau 
penolakan atas pennohonan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dan ayat (3), dalam jangka waktu paling 
lama: 
a. 5 (lima) jam kerja terhitung setelah permohonan 

diterima secara lengkap dan benar, dalam hal 
pennohonan diajukan secara elektronik 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6); 
a tau 

b. 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah permohonan 
diterima secara lengkap dan benar, dalam hal 
permohonan diajukan secara tertulis sebagannana 
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (8). 

(5) Keputusan Menteri sebagalmana dimaksud pada ayat (2) 
dan surat pemberitahuan penolakan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dengan menggunakan 
contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
huruf F dan Lampiran huruf B yang' merupakan bagian 
tidak terpisahkan dart Peraturan Menteri ini. 
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Pasal 26 
( 1) Pemindahtanganan sebagaimana dirnaksud dalam 

Pasal 25 ayat (1). dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
sebagat berikut: 
a. bea masuk dihitung berdasarkan: 

1. tarif pembebanan yang berlaku pada saat 
tmpor: dan 

2. nilai pabean yang berlaku pada saat Kendaraan 
Bermotor dimaksud dipindahtangankan kepada 
selain penerima fasilitas pembebasan bea 
masuk; dan 

b. pajak dalam rangka impor berlaku ketentuan 
sebagat berikut: 
1. apabila dipindahtangankan dalam jangka waktu 

4 (empat) tahun sejak impor, PPN atau PPN dan 
PPnBM yang dibebaskan wajib dibayar kembali; 
dan 

2. tidak dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 yang 
dikecualikan pada saat impomya. 

(2) Pengenaan pajak dalam rangka tmpor sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di 
bidang perpajakan. 

Bagian Kelima 
Pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor 

(2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dapat diberikan dengan ketentuan sebagai 
bertkut: 
a. dalam hal dipindahtangankan kepada perwakllan 

negara asing beserta para pejabatnya atau Badan, 
Intemasional beserta Pejabatnya, dapat diberikan 
pembebasan bea masuk dan terhadap Pajak 
Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai 
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah 
dibebaskan tidak perlu dibayar kembali; 

b. dalam hal dipindahtangankan kepada pemerintah 
pusat, pemerintah daerah, badan atau lembaga, 
dapat diberikan pembebasan bea masuk dan 
perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak 
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan di bidang perpajakan; dan 

c. tidak dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas 
pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan huruf b yang dikecualikan pada saat 
impomya dari pernungutan Pajak Penghasilan 
Pasal 22. 

(3) Pembebasan bea masuk diberikan terhadap barang 
keperluan Badan lnternasional beserta Pejabatnya yang. 
dtpindahtangankan kepada pernerintah pusat, 
pemerintah daerah, badan atau lembaga sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b, sepanjang barang 
ditujukan untuk kepentingan umum atau keperluan 
penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. 
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Pasal 28 
( 1) Dalam hal Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea 

masuk atas pemindahtanganan Kendaraan Bermotor 
untuk keperluan Badan Intemasional beserta Pejabatnya 
yang bertugas di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 23 ayat (2) telah diterbitkan, penerima 
pemindahtanganan Kendaraan Bermotor mengajukan 
permohonan penerbitan surat keterangan pengtmporan 
Kendaraan Bermotor berupa Formulir B kepada Kepala_ 
Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kepala 
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai 
tempat pemasukan. 

Bagtan Keenam 
Penyelesaian Pemindahtanganan 

Pasal 27 
(1) Dalam hal tidak terdapat pembatalan sebagatmana 

dimaksud dalam Pasal 24 ayat ( 1}, penerima fasilitas atau 
Orang yang menguasai Kendaraan Bermotor dapat 
mengajukan permohonan penerbitan Surat Penetapan 
Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak 
(SPPBMCP). 

(2) Dalam hal tidak terdapat pembatalan atau permintaan, 
penerbitan Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, 
Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP) dart penerima fasilitas 
atau Orang yang menguasai Kendaraan Bennotor atas 
Surat lzin Permndahtanganan dengan Kewajiban Membayar 
Bea Masuk dan/atau PPN atau PPN dan PPnBM serta 
Tidak Dipungut PPh Pasal 22 sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 21 ayat (2), pada hart kerja berikutnya setelah 
tanggal berakhimya Surat lzin Pemindahtanganan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), Kepala 
Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kepala 
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai 
menerbitkan Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, 
Cukai, dan/ atau Pajak (SPPBMCP). 

(3) Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau 
Pajak (SPPBMCP) sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) berlaku untuk jangka waktu paling lama 14 (empat 
belas) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan dan menjadi 
dokumen dasar pelunasan bea masuk dan/ atau pajak 
dalam rangka impor yang terutang. 

(4) Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, 
dan/ atau Pajak (SPPBMCP) sebagalmana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan dengan menggunakan 
contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Menteri ini. 
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Pasal 29 
(1) Untuk mendapatk:an izin pemusnahan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, Badan 
Internasional mengajukan permohonan kepada Menteri 
melalui Kepala Kantor Wilayah Direktorat J enderal Bea 
dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan 
Cukai tempat pemasukan, setelah mendapatkan 
persetujuan terlebih dahulu dari: 
a. menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang kesekretariatan negara, 
dalam hal pemusnahan Kendaraan Bermotor 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, 
dan Pasal 13; a tau 

b. menteri/kepala lembaga terkait selaku ketua panitia 
nasional kegiatan atau pejabat yang ditunjuk, dalam 
hal pemusnahan Kendaraan Bermotor sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 14. 

(2) Persetujuan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1}, paling sedikit memuat informasi mengenai: 
a. identitas penerima fasilitas berupa nama penerima 

fasilitas, jabatan, nama Badan Internasional, dan 
alamat; dan 

b. rincian barang yang disetujui untuk dimusnahkan 
yang paling sedikit memuat jumlah, jenis, merek, 
tipe, nomor mesin, nomor rangka, kapasitas mesin, 
dan tahun pembuatan kendaraan. 

(3} Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memuat informasi paling sedikit mengenai: 
a. identitas penerima fasilitas berupa nama penerima 

fasilitas, jabatan, nama Badan Internasional, dan 
alamat; 

b. rincian barang yang paling sedikit memuat jumlah, 
jenis, merek, tipe, nomor mesin, nomor rangka, 
kapasitas mesin, dan tahun pembuatan kendaraan; 

,If; 

Bagian Kesatu 
Permohonan Pemusnahan 

BAB VIII 
PEMUSNAHAN KENDARAAN BERMOTOR 

(2) Dalam hal bea masuk clan pajak dalam rangka impor 
yang terutang dalam Surat Penetapan Pembayaran Bea 
Masuk, Cukai, dan/ atau Pajak (SPPBMCP) sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) telah dilunasi, Kepala 
Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kepala 
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai 
tempat pemasukan menerbitkan surat keterangan 
pengimporan Kendaraan Bermotor berupa Formulir C. 

(3) Dalam hal telah tersedia sistem otomasi pertukaran data 
pengimporan Kendaraan Bermotor, penyampaian surat 
keterangan pengimporan Kendaraan Bermotor berupa 
Formulir B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
Formulir C sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat 
dilakukan melalui pengiriman data secara elektronik. 
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Pasal 30 
(1) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan 

Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan 
Cukai melakukan penelitian terhadap pemenuhan 
persyaratan atas permohonan sebagatmana dimaksud 
dalam Pas al 29 ayat ( 1). 

(2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 29 ayat ( 1) dtsetujul, Kepala Kantor Wilayah 
Direktorat J enderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor 
Pelayanan Utama Bea dan Cukai atas nama Menteri 
menerbitkan Keputusan Menteri mengenai pemusnahan 
Kendaraan Benno tor untuk keperluan Badan 
Intemasional beserta Pejabatnya yang bertugas di 
Indonesia. 

(3) Keputusan Menteri sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) 
berlaku selama 60 (enam puluh) hart terhitung sejak 
tanggal ditetapkan. 

(4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 29 ayat (1) tidak dtsetujui, Kepala Kantor Wilayah 
Direktorat J enderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor. 
Pelayanan Utama Bea dan Cukai atas nama Menteri 
menerbitkan surat pemberitahuan penolakan dengan 
menyebutkan alasan penolakan. 

c. kartu identitas atau surat izin penugasan selaku 
penertma fasilitas atau pemohon; 

d. Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea 
masuk atas nama penerima fasilitas; 

e. surat keterangan pengtmporan Kendaraan Bermotor 
yaitu Fonnulir B atau -surat keterangan lainnya; 

f. bukti eek fisik Kendaraan Berrnotor; dan 
g. Surat Tanda Nomor Kendaraan dalam hal 

pemusnahan atas Kendaraan Berrnotor sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13. 

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
disampaikan secara elektronik kepada Portal Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai melalui Sistem Indonesia 
National Single Window. 

(5) Permohonan serta hasil pindaian dart dokumen asli 
lampiran perrnohonan diteruskan oleh Sistem Indonesia 
National Single Window ke sistem Informasi kementerian 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
kesekretariatan negara atau kementerian/lembaga terkait 
selaku ketua panitia nasional kegiatan atau pejabat yang 
ditunjuk untuk mendapatkan persetujuan. 

(6) Dalam hal Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
dan/ atau Sistem Indonesia National Single Window belum 
dapat diterapkan atau mengalami gangguan operasional, 
perrnohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
diajukan secara tertulis disertai dengan: 
a. lampiran perrnohonan dalam bentuk salinan cetak 

(hardcopy); dan 
b. basil pindaian dart dokumen asli dalam media 

penyimpan data elektronik dalam bentuk salinan 
digital (sojtcopy). 
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(6) 

(5) 

(4) 

(2) 

( 1) Berdasarkan persetujuan mengenai izin pemusnahan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), Pejabat 
Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan pemeriksaan 
fisik terhadap barang yang akan dimusnahkan dan 
membuat laporan hasil pemeriksaan fisik. 
Dalarn hal hasil pemeriksaan fisik sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dinyatakan sesuai, pemusnahan 
Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh pihak yang 
ditunjuk Badan Internasional dengan disaksikan oleh: 
a. Pejabat Badan Intemasional; 
b. pejabat kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; dan 
c. Pejabat Bea dan Cukai, 
serta dibuatkan berita acara pemusnahan. 

(3} Pemusnahan dilakukan dengan cara merusak Kendaraan 
Bermotor dan komponen/bagian utarna Kendaraan 
Bermotor sehingga menjadi tidak dapat difungsikan dan 
diperbaiki kembali. 
Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan pemusnahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung 
jawab pihak Badan Internasional. 
Kendaraan Bermotor yang dimusnahkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dibebaskan dari kewajiban 
pelunasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor 
yang terutang. 
Berita acara pemusnahan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), diterbitkan dengan menggunakan contoh format 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini. 

Pasal 31 

Bagian Kedua 
Penyelesaian Pemusnahan 

(5) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan 
Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan 
Cukai atas nama Menteri memberikan persetujuan atau 
penolakan atas permohonan se bagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dan ayat (4}, dalam jangka waktu paling 
lama: 
a. 5 (lima) jam kerja terhitung setelah permohonan 

diterima secara lengkap dan benar, dalam hal 
permohonan diajukan secara elektronik sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4); atau 

b. 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah permohonan 
diterima secara lengkap dan benar, dalam hal 
permohonan diajukan secara tertulis sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6). 

(6} Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dan surat pemberitahuan penolakan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4), diterbitkan dengan 
menggunakan contoh format sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran huruf H dan Lampiran huruf B yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini. 
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Pasal 34 
(1) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan 

Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, 
atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 
Cukai yang menerima pelimpahan wewenang dart 
Menteri sebagairnana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 17, 
Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 30: 
a. wajib memperhatikan ketentuan peraturan 

perundang-undangan;dan 
b. tidak dapat melimpahkan kembali pelimpahan 

kewenangan yang ditertma kepada pejabat lain. 

BABX 
PELIMPAHAN WEWENANG 

Pasal 33 
Badan Internasional harus menyampaikan laporan realisasi 
impor, ekspor kembali, pemindahtanganan, dan pemusnahan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 17 
ayat (2), Pasal 21 ayat (2), Pasal 23 ayat (2), dan Pasal 30 
ayat (2) kepada: 
a. kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang kesekretanatan negara; atau 
b. kementertan/lembaga terkait selaku ketua panitia 

nasional kegiatan atau pejabat yang ditunjuk, 
sebagat dasar dalam pemberian persetujuan pembebasan bea 
masuk berikutnya atas impor dan pernindahtanganan 
Kendaraan Bermotor untuk keperluan Badan Intemasional 
beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia. 

Pasal 32 
(1) Direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang 

fasilltas kepabeanan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama 
Bea dan Cukai, atau Kepala Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan Bea dan Cukai, melak.ukan monitoring dan 
evaluasi terhadap pemberian pembebasan bea masuk 
atas impor barang untuk keperluan Badan Internasional 
beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia. 

(2) Dalam hal berdasarkan kegiatan monitoring dan evaluasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya 
indikasi penyalahgunaan atas pemberian fasilitas 
kepabeanan serta perpajakan yang diberikan, Dlrektur 
yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang fasilitas 
kepabeanan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 
Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan 
Cukai, atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan. 
Bea dan Cukai dapat merekomendasikan untuk 
dilakukan audit atau peneli.tian lainnya oleh unit yang 
tugas dan fungsinya di bidang pengawasan. 

BAB IX 
MONITORING, EVALUASI, DAN KEWAJIBAN PELAPORAN 
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Pasal 36 
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 
1. permohonan pembebasan bea rnasuk atas impor barang 

untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya 
yang bertugas di Indonesia yang telah diajukan sebelum 
berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum mendapat 
keputusan, pemrosesan permohonan pembebasan bea 
masuk dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 148/PMK.04/2015 tentang 
Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk 
Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya yang 
Bertugas di Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 1141} sebagalmana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
20/PMK.04/2018 tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Keuangan Nornor 148/PMK.04/2015 tentang 
Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk 
Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya yang 
Bertugas di Indonesia (Berlta Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 320); dan 

2. Keputusan Menteri mengenai pemberian pernbebasan bea. 
rnasuk atas impor barang untuk keperluan Badan 
Intemasional beserta Pejabatnya yang bertugas di 
Indonesia yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2015 tentang 
Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk 
Keperluan Badan Internastonal Beserta Pejabatnya yang 
Bertugas di Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 1141) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Keuangan Norn or 
20/PMK.04/2018 tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2015 tentang 
Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk 
Keperluan Badan Intemasional Beserta Pejabatnya yang 
Bertugas di Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia 

BAB XII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 35 
Ketentuan mengenai petunjuk teknis pemberian pembebasan 
bea masuk atas impor barang untuk keperluan Badan 
Intemasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia 
dan penyelesaian kewajiban pabean Kendaraan Bermotor, 
dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai. 

BAB XI 
KETENfUAN I.AIN-LAIN 

(2) Dalam hal Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 
Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan 
Cukai, atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan 
Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
berhalangan sementara atau tetap, wewenang yang 
ditertma dapat dilakukan oleh pejabat pelaksana harian 
(Plh) atau pejabat pelaksana tugas (Plt) yang ditunjuk. 
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Pasal 38 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) 
hari terhitung sejak tanggal diundangkan. 

Pasal 37 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2015 
tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk 
Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya yang 
Bertugas di Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 1141) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.04/2018 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
148/PMK.04/2015 tentang Pembebasan Bea Masuk atas 
Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta 
Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 320), dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

BAB XIV 
KETENTUAN PENUTUP 

Tahun 2018 Nomor 320), dinyatakan masih tetap berlaku 
sampai dengan berakhirnya masa berlaku Keputusan 
Menteri dimaksud. 
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MAS SOEHARTO 
NIP 1 969092219900 

I 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1149 

MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 
YASONNA H. LAOLY 

Diundangkan di Jakarta 
Pada tanggal 14 November 2022 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 
ttd. 

SRI MULYANI INDRAWATI 

Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal 7 November 2022 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
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dengan rincian jumlah barang, jenis barang, harga, negara asal, dan 
pelabuhan/bandar udara*) pemasukan tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dart Keputusan Menteri ini. 

Pelaksanaan pengtmporan barang sebagatmana dimaksud dalam Dlkturn 
PERfAMA harus memenuhi ketentuan umum di bidang impor. 
Pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERI'AMA 
dibertkan dengan ketentuan sebagat bertkut: 
a. barang impor sebagalmana dimaksud dalam Diktum PERI'AMA akan 

dlgunakan untuk (11) serta tidak untuk diperjualbelikan; 

c. 
d. 

: (2) .. 

: (3) .. 

; (4) . 
: (10) . 

Nama 
Jabatan**) 
Badan lntemasional 
Alamat 

a. 
b. 

MEMUTUSKAN: 
KEPUTUSAN MENfERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK 
ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERfA 
PEJABATNYA YANG BERTUGAS DC INDONESIA KEPADA (2) .. 
Memberikan pembebasan bea masuk, pembebasan Pajak Pertambahan Nilai 
atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta 
dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22•) (9) atas impor 
barang untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas 
di Indonesia, kepada: 

3. dst; 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor (7) ; 

.......... (8) ; 
1. 
2. 

b. 

bahwa sesuai dengan basil penelitian terhadap surat permohonan (3) . 
. .. (4)... dengan persetujuan (5).......... Nomor (6) , 
diperoleh kesimpulan bahwa permohonan pembebasan bea masuk atas 
imper barang untuk keperluan Badan Internaslonal beserta Pejabatnya 
yang bertugas di Indonesia telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan 
persetujuan; 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagatmana dtmaksud dalam huruf a, 
perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan 
Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan lntemasional 
Beserta Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia Kepada (2) ; 

a. 

KETIGA 

KE DUA 

PERI'AMA 

Menetapkan 

Mengingat 

Menimbang 

TENfANG 
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNfUK KEPERLUAN BADAN INfERNASIONAL 

BESERfA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA KEPADA (2) . 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

KEPUfUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR (1) ••.•..••.• 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

A. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN MENGENAI 
PEMBEBASAN BEA MASUR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN 
BADAN INTERNASIONAL BESERI'A PEJABATNYA YANG BERfUGAS 01 
INDONESIA 

LAMPI RAN 
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 160/PMK.04/2022 
TENTANG 
PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENfANG PEMBEBASAN 
BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN 
BADAN INTERNASIONAL BESERI'A PEJABATNYA YANG 
BERI'UGAS DI INDONESIA 
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jf} 

*) dipilih yang sesuai. 
**) dilsi dalam hal barang dtgunakan untuk keperluan Pejabat. 

.•...•.... [18) . 

Ditetapkan di .....•.... (15) .. 
pada tanggal (16) . 

a.n. MENTER! KEUANGAN REPUBUK INDONESIA 
KEPALA (17) , 

Salinan Keputusan Menteri ini dtsampaikan kepada : 
1. (14) .........• 
2. . dst 

IIBTUJUH 

KEE NAM 

KE LIMA 

b. perubahan tujuan penggunaan atau pemindahtanganan barang 
sebagalmana dtmaksud dalam Diktum PERfAMA tidak dapat dilakukan 
sebelum mendapat izin dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; 

c. apabila syarat tersebut pada huruf a dan huruf b tidak dipenuhi atau 
terdapat penyalahgunaan dart barang sebagatmana dimaksud dalam 
Diktum PERf.AMA, pembertan pembebasan bea masuk dicabut dan 
dinyatakan tldak berlaku lagt: dan 

d, terhadap barang yang disalahgunakan dikenakan bea masuk serta pajak 
dalam rangka impor serta sanksi administratif sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan, 

Menunjuk. pelabuhan/bandar udara'] (12).......... sebagai pelabuhan 
tempat pemasukan serta Kantor (13) sebagat kantor pabean 
tempat penyelesaian kewajiban pabean atas barang impor sebagatmana 
dimaksud dalam Dlktum PERI'AMA. 
Pemberian pembebasan bea masuk sebagatmana dimaksud dalam Diktum 
PERfAMA, sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan kemudian oleh 
Direktorat Jenderal Bea dan Cuk.ai. 
Dalam hal barang impor sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERI'AMA 
dilakukan pemmdahtanganan, berlaku ketentuan sebagaimana dlatur dalarn 
Peraturan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk atas impor 
barang untuk keperluan Badan Intemasional beserta Pejabatnya yang bertugas 
di Indonesia. 
Keputusan Menteri ini mulal berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 1 
(satu) tahun sejak tanggal ditetapkan. 

KEEMPAT 
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ff} 

•...•...• (18) .. 

a.n. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
KEPAIA (17) , 

... (25) .•• ...(24) ... • •• (23) ... ••. (22} ••• ... (21] ..• ••• (20) ... ••• (19) .•. 

PEI.ABU HAN 
PEMASUKAN NEGARA.ASAL PERKIRAAN 

HAR GA 
SATUAN 
BARANG 

JUMLAH 
BARANG 

URAIAN 
BARANG NO 

: .•.......• (2) ....••••.. 
: ....•...•• (3) ••.•••.•.• 
: (4) . 

••.•..... (10) . 

Narna 
Jabatan**) 
Badan Intemasional 
Alam at 

DAFfAR BARANG YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG 
UNrUK KEPERLUAN BADAN INI'ERNASIONAL BESERfA PF.JABATNYA YANG BERTUGAS DI 

INDONESIA 

IAMPIRAN 
KEPlITUSAN MENTER! KEUANGAN REPUBLU{ INDONESIA 
NOMOR 
TENTANG 
PEMBEDASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK 
KEPERLUAN BADAN lNI'ERNASIONAL BESERTA 
PEJABATNYA YANG BERnJGAS DI INDONESIA KEPADA 
.....••••• (2) . 
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diisi nomor Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea 
masuk atas impor barang untuk keperluan Badan 
Intemasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia. 
diisi nama penerima fasilitas. 
diisi jabatan Pejabat yang mengajukan permohonan. 
diisi nama Badan Internasional. 
diisi mentert yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang kesekretaliatan negara atau menteri/kepala lembaga 
terkait selaku ketua panitia nasional kegtatan atau pejabat 
yang ditunjuk, yang memberikan persetujuan. 
diisi nomor dan tanggal persetujuan dari menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemertntahan di bidang 
kesekretartatan negara atau menteri/kepala lembaga terkait 
selaku ketua panitia nasional kegiatan atau pejabat yang 
ditunjuk. 
diisi nomor dan judul Peraturan Menteri mengenai 
pernbebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan 
Badan Intemasional beserta Pejabatnya yang bertugas di 
Indonesia. 
diisi nomor dan judul peraturan perundang-undangan terkait. 
dipilih yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan di bidang perpajakan. 
diisi nama tempat domisili penertma fasilitas. 
diisi uraian mengenai tujuan penggunaan barang oleh 
penerima fasilitas. 
diisi pelabuhan/bandar udara pemasukan a tau 
pembongkaran barang. 
diisi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat 
pemasukan barang. 
diisi kementeriarr/Iembaga, instansi, atau unit lain yang perlu 
diberikan salinan Keputusan Menteri. 
diisi kota tempat diterbitkannya Keputusan Mentert, 
diisi tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri. 
diisi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 
Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kantor. 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan 
Keputusan Mentert. 
diisi nama pejabat yang menandatangarn Keputusan Menteri. 
diisi nomor urut barang yang mendapatkan pembebasan bea 
masuk. 
a. diisi uraian j enis barang dan spesifikasi teknis barang 

(merk, tipe, dimensi, kapasitas, dll), dalam hal barang 
selain Kendaraan Bermotor; atau 

b. diisi jenis, merek, tipe, nomor mesin, nomor rangka, 
kapasitas mestn, dan tahun pembuatan, dalam hal 
barang berupa Kendaraan Bermotor. 

diisi jumlah barang yang bersangkutan. 
diisi satuan barang yang bersangkutan. 
diisi perkiraan harga barang yang bersangkutan. 

PETUNJUK PENGISIAN 
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Nomor (21) 
Nomor (22) 
Nomor (23) 

Nomor (20) 

Nomor (18) 
Nomor (19) 

Nomor (15) 
Nomor (16) 
Nomor (17) 

Nomor (14) 

Nomor (13) 

Nomor (12) 

Nomor (10) 
Nomor (11) 

Nomor (8) 
Nomor (9) 

Nomor (7) 

Nomor (6) 

Nomor (2) 
Nomor (3) 
Nomor (4) 
Nomor (5) 

Nomor (1) 
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diisi negara asal barang yang bersangkutan. 
diisi pelabuhan/bandar udara tempat pemasukan atau 
pembongkaran barang yang bersangkutan. 
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Tembusan: 
1. (13) . 
2. .. dst . 

............. (12) ..•...... 

a.n. Menteri Keuangan Republik Indonesia 
Kepala ..... (1) .•••• , 

3. Berkenaan dengan hal tersebut butir 2, permohonan Saudara belum dapat diproses 
lebih Ianjut dan berkas permohonan kami sampaikan kembali kepada Saudara. 

4. Dalam hal Saudara memerlukan infonnasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi 
................... (1) . 

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian. 

Sehubungan dengan surat Saudara dengan persetujuan 
................... (8)...................... Nomor (9) , bersama ini 
disampaikan hal-hal sebagai berikut: 
1. Melalui surat tersebut di atas, Saudara menyampaikan permohonan untuk 

................... (10) . 
2. Sesuai dengan basil penelitian terhadap berkas permohonan Saudara, dapat 

disampaikan hal-hal sebagat berikut: 
..................................................................... {11) . 

Yth (6) (7) . 

.. (4) .......•. Nomor : (3) . 
Larnpiran : (5) . 
Hal : Pemberitahuan Penolakan Pennohonan 

KEMENI'ERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 

.......................... (1) . 
.............................. (2) . 

PENOLAKAN PEMBERITAHUAN SURAT B. CONTOH FORMAT 
PERMOHONAN 
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diisi Kantor Wilayah Direk.torat Jenderal Bea dan Cukai, 
Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan 
surat pemberitahuan penolakan permohonan. 
diisi alamat, nomor telepon, dan faksimllt Kantor Wilayah 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama 
Bea dan Cukai, atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea 
dan Cukai yang menerbitkan surat pemberitahuan penolakan 
permohonan. 
diisi nomor surat pemberitahuan penolakan permohonan. 
diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun diterbitkannya surat 
pemberitahuan penolakan permohonan. 
diisi jumlah berkas yang dilampirkan dalam surat 
pemberitahuan penolakan permohonan. 
diisi jabatan Pejabat yang mengajukan permohonan. 
diisi nama Badan Intemasional. 
diisi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang kesekretariatan negara atau menteri/kepala lembaga 
terkait selaku ketua panitia nasional kegiatan atau pejabat 
yang ditunjuk, yang memberikan persetujuan. 
diisi nomor dan tanggal persetujuan menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
kesekretariatan negara atau menteri/kepala lembaga terkait 
selaku ketua panitia nasional keglatan atau pejabat yang 
ditunjuk. 
diisi jenis permohonan. 
diisi alasan penolakan permohonan. 
diisi nama pejabat yang menandatangani surat 
pemberitahuan penolakan permohonan. 
diisi nama instanst yang diberikan tembusan atas terbitnya 
surat pemberitahuan penolakan permohonan. 

PETUNJUK PENGISIAN 
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Nomor (13) 

Nomor (10} 
Nomor (11} 
Nomor (12) 

Nomor (9) 

Nomor (6} 
Nomor (7) 
Nomor (8) 

Nomor (5) 

Nomor (3) 
Nomor (4) 

Nomor (2) 

Nomor (1) 
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Terhadap barang tmpor sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERI'AMA 
yang pada waktu impor bea masuknya telah dibayar, tidak dapat diberikan 
restitusi. 

KEDUA 
ini. 

dengan rincian jumlah dan jenis barang sebagatmana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dart Keputusan Menteri 

d. 
c. 
b. 

: (2) . 
: ....••.•.•....••••....... (3) ..........•.....•.•.•..•••.•. 
: (4) . 
: (11) . 

Nama 
Jabatan**) 
Badan Intemasional 
Alam at 

a. 

PERT.AMA 

MEMUTUSKAN: 
KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN EKSPOR 
KEMBALI KENDARAAN BERMOTOR YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN 
BEA MASUK UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERrA 
PE.JABATNYA YANG BERrUGAS DI INDONESIA MILIK (2) . 

Memberikan persetujuan ekspor kembali Kendaraan Bermotor yang 
mendapatkan pembebasan bea masuk, pembebasan Pajak Pertarnbahan 
Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, 
serta dikecualikan dart pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22*) (10) untuk 
keperluan Badan Intemasional beserta Pejabatnya yang bertugas di 
Indonesia milik: 

Menetapkan 

3. Keputusan Menteli Keuangan Nomor (9) ; 

Peraturan Menteli Keuangan Nomor (?) ; 

.......... (8) .....•.•.. ; 
L 
2. 

Mengingat 

a. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan· 
. .. (3)... ...(4)... dengan persetujuan : .. (5).......... Nomor 
.......... (6) , diperoleh kesimpulan bahwa pennohonan ekspor 
kembali Kendaraan Bermotor yang telah diberikan pembebasan bea 
masuk untuk keperluan Badan Intemasional beserta Pejabatnya yang 
bertugas di Indonesia telah memenuhi persyaratan untuk dapat 
diberlkan persetujuan: 

b, bahwa berdasarkan pertirobangan sebagatmana dimaksud dalam 
huruf a, perlu meneta.pkan Keputusan Menterl Keuangan tentang 
Persetujuan Ekspor Kembali Kendaraan Bermotor Yang Mendapatkan 
Pembebasan Bea Masuk Untuk Keperluan Badan Intemasional 
Beserta Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia Milik (2) ; 

Menimbang 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

TENTANG 
PERSETUJUAN EKSPOR KElVIBALI KENDARAAN BERMOTOR YANG MENDAPATKAN 
PEMBEBASAN BEA MASUK UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA 

PEJABATNYA YANG BEITTUGAS DI INDONESJAMILIK (2) . 

KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR (1) . 

C. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN MENGENAI 
PERSETUJUAN EKSPOR KEMBALI KENDARAAN BERMOTOR YANG 
TELAH DIBERIKAN PEMBEBASAN BEA MASUK UNTUK KEPERLUAN 
BADAN INTERNASIONAL BESEITTA PEJABATNYA YANG BERI'UGAS DI 
INDONESIA 
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*} dipilih yang sesuai. 
**) diisi dalam hal barang dtgunakan untuk keperluan Pejabat. 

.......... (16) .•...•..•. 

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada: 
1. (12) . 
2. . dst 

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai 
dengan 60 (enam puluh) hart sejak tanggal ditetapkan. 

KETIGA 

Ditetapkan di (13) . 
pada tanggal (14) . 

a.n. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
KEPALA (15) .........• , 
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.......... (16) .......... 

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
KEPALA (15) . 

KEPUfUSAN MENTER! KEUANGAN KANTOR PEMBERITAHUAN 

NO. URAIAN BARANG JUMLAH SATUAN Nil.AI POS TARIF /HS TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK NEGARA ASAL PABEAN PABEAN 
BARANG BARANG P.ABEAN TEMP AT 

NOMOR TANGGAL NO. URUT PEMASUKAN NOMOR TANGGAL 

.. (17) .. .. (18) .. .. (19) .. .. (20) .. .. (21) .. .. (22) .. •. (23) .. .. (24) .. .. (25) .. ..(26) .. ..(27) .. .. (28) .. ..(29) .. 

.......... (2) •••.•••••. 
: (3) .......•.. 
: (4) . 
: (11) . 

Nama 
Jabatan"'*) 
Badan Intemasional 
Alarnat 

DAFT.AR KENDARAAN BERMOTOR YANG 'MENDAPATKAN PERSETUJUAN EKSPOR KEMBALI 

LAMPI RAN 
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBUK INDONESIA 
NOMOR 
TENTANG 
PERSETUJUAN EKSPOR KEMBALI KENDARAAN BERMOTOR YANG MENDAPATKAN 
PEMBEBASAN BEA MASUK UNTUK KEPERLUAN SADAN INTERNASIONAL BESERI'A 
PEJADATNYA YANG BERTUGAS OI INDONESlA MILIK .••••.•••. (2) . 
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diisi nomor Keputusan Mentert mengenai persetujuan ekspor 
kembali Kendaraan Bermotor yang mendapatkan pembebasan 
bea masuk untuk keperluan Badan lntemasional beserta. 
Pejabatnya yang bertugas di Indonesia. 
cliisi nama penerima fasilitas. 
diisi jabatan Pejabat yang mengajukan perrnohonan. 
cliisi nama Badan Intemasional. 
diisi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang kesekretariatan negara atau menteri/kepala lembaga 
terkait selaku ketua panitia nasional kegtatan atau pejabat 
yang ditunjuk, yang memberikan persetujuan. 
diisi nomor dan tanggal persetujuan dari mentert yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
kesekretariatan negara atau menteri/kepala lembaga terkait 
selaku ketua panitia nasional kegiatan atau pejabat yang 
ditunjuk. 
diisi nomor dan judul Peraturan Menteri mengenai 
pembebasan bea masuk atas Imper barang untuk keperluan 
Badan Intemasional beserta Pejabatnya yang bertugas di 
Indonesia. 
diisi nomor dan judul peraturan perundang-undangan terkait. 
diisi nomor dan judul Keputusan Menteri mengenat 
pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan 
Badan Intemasional beserta Pejabatnya yang bertugas di 
Indonesia yang mengajukan permohonan. 
dipilih yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan di bidang perpajakan. 
diisi nama ternpat domisili penerima fasilitas. 
diisi pihak-pihak yang perlu diberikan salinan Keputusan 
Menteri. 
cliisi kota tempat diterbitkannya Keputusan Menteri. 
diisi tanggal, bulan, dan tahun diterbitkannya Keputusan 
Menteri. 
diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tempat 
pemasukan barang. 
diisi nama pejabat yang menandatangani Keputusan Menteri. 
diisi nomor urut barang. 
diisi uraian jenls, merek, tipe, nomor mestn, nomor rangka, 
kapasitas rnesin, dan tahun pembuatan Kendaraan Berrnotor. 
cliisijumlah barang. 
diisi satuan barang. 
cliisi nilai pabean sesuai dengan pemberitahuan pabean 
impor. 
diisi nornor pos tarif /HS. 
diisi nomor Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea 
masuk atas impor barang untuk keperluan Badan 
Intemasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia. 
diisi tanggal Keputusan Menteri Kuangan mengenai 
pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan 
Badan Intemasional beserta Pejabatnya 'yang bertugas di 
Indonesia. 

PETUNJUK PENGISIAN 
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Nomor (24} 

Nomor (22) 
Nomor (23) 

Nomor (19) 
Nomor (20) 
Nomor (21) 

Nomor (16) 
Nomor (17} 
Nomor (18) 

Nomor (15) 

Nomor (13) 
Nomor (14) 

Nomor (11) 
Nomor (12) 

Nomor (10) 

Nomor (8} 
Nomor (9) 

Nomor (7) 

Nomor (6) 

Nomor (2} 
Nomor (3) 
Nomor (4) 
Nomor (5) 

Nomor (1} 
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diisi nomor urut barang pada Keputusan Menteri mengenai 
pembebasan bea masuk atas imper barang untuk keperluan 
Badan Intemasional beserta Pejabatnya yang bertugas di 
Indonesia. 
diisi negara asal barang. 
diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau 
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat 
pemasukan barang. 
diisi nomor pemberitahuan pabean dart barang impor terkait, 
dilsi tanggal, bulan dan tahun pemberitahuan pabean dari 
barang irnpor terkait. 
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Terhadap Kendaraan Bermotor sebagatmana dimaksud dalarn Diktum 
PERrAMA yang pada waktu tmpor bea masuknya telah dibayar, tidak dapat 
diberikan restitusi. 
Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai 
dengan 60 (enam puluh) hart sejak tanggal ditetapkan. 

ini. 

dengan rtncian jumlah dan jenis barang sebagaimana tercantum dalam 
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri 

....................... (15) . 

....................... (16) . d. 

c. 

........................ (3) . 
. (14) .. 

Nama 
Jabatan**) 
Badan Intemasional/ 
perwakilan negara 
asing/nomor identitas *I 
Alamat 

a. 
b. 

kepada: 
d. 
c. 

........................ (2) .. 

.......•••..••••••...•.. (4) •••..••....•..•...••.•.•.••• 

.. (5) . 

. (13) . 

Jabatan**) 
Badan lntemasional 
Alamat 

b. 

Memberikan persetujuan pemindahtanganan Kendaraan Bermotor yang 
mendapatkan pembebasan bea masuk, pembebasan Pajak Pertambahan 
Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak PenjuaJan atas Barang Mewah, 
serta dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22*) (12) untuk 
keperluan Badan Internastonal beserta Pejabatnya yang bertugas di 
Indonesia milik: 
a. Nama 

MEMUTUSKAN: 
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN" 
PEMINDAHTANGANAN KENDARAAN BERMOTOR YANG MENDAPATKAN 
PEMBEBASAN BEA MASUK UNTUK KEPERLUAN SADAN INfERNASIONAL 
BESEITTA PEJABATNYA YANG BERI'UGAS DI 1NDONESIA MILIK 
.......... (2) KEPADA (3) . 

1. 
2. 
3. 
4. 

b. 

bahwa sesuai dengan basil penelitian terhadap surat permohonan 
. .. (4)... ...(5)... dengan persetujuan (6).......... Nomor 
.......... (7) , dlperoleh kesimpulan bahwa pennohonan 
pemindahtanganan Kendaraan Bermotor untuk keperluan Badan 
Intemasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia telah 
memenuhi syarat untuk dapat dibertkan persetujuan; 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimak.sud dalam 
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang 
Persetujuan Pemtndahtanganan Kendaraan Bermotor Yang 
Mendapatkan Pembebasan Bea Masuk Untuk Keperluan Badan 
Internasional Beserta Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia Milik 
.......... (2) Kepada (3) ; 
Peraturan Mentert Keuangan Nomor (8) ; 
.......... (9) ; 

Keputusan Menteri Keuangan Nomor (10) ; 

Keputusan Mentert Keuangan Nomor (11) ; 

a. 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

· KETCGA 

KEDUA 

PERTAMA 

Menetapkan 

Mengmgat 

Menimbang 

TENT.ANG 
PERSETUJUAN PEMINDAfITANGANAN KENDARAAN BERMaI'OR YANG MENDAPATKAN 

PEMBEBASAN BEA MASUK UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA 
PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA MILIK (2) KEPADA 

.......... (3) •••...•.•. 

KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR (1) . 

D. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN MENGENAI 
PEMINDAHTANGANAN KENDARAAN BERMOTOR YANG TELAH 
DIBERIKAN PEMBEBASAN BEA MASUK UNTUK KEPERLUAN BADAN 
INTERNASIONAL BESERI'A PEJABATNYA YANG BERI'UGAS DI 
INDONESIA 
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*) dipilih yang sesuai. 
**) diisi dalam hal barang dlgunakan untuk keperluan Pejabat. 

.......... (21) . 

Ditetapkan di (18) ......•..• 
pada tanggal ....•...... (19) . 

a.n. MENTER! KEUANGAN REPUBI.JK INDONESIA 
KEPAIA (20) , 

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada: 
l. (17) .........• 
2 dst 
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.......... (21) . 

a.n. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
KEPALA ......•... (20) ..•....... , 

KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN KANTOR PEMBERJTAHUAN 

NO. URAIAN BARANG JUMLAH SATUAN NILA.I POSTARIF TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK NEGARA PABEAN PABEAN 
BARANG BARANG PABEAN ASAL TEMPAT 

NOMOR TANGGAL NO.URUT PEMASUKAN NOMOR TANGGAL 

.. (22) .. .. (23) .. •• (24) .. ..(25) .. .. (26) .. ..(27) .. ..(28) .. .. (29) •• .• (30) .• .. (31) .. ..(32) •. .. (33) .. ..(34) .. 

.......... (2) ...•.••.•. 

.......... (4) .•.•.••.•• 
: (5) . 
: (13) . 

Nama 
Jabatan**) 
Badan Intemasional 
Alamat 

DAFTAR KENDARAAN BERMOTOR YANG MENDAPATKAN PERSETUJUAN PEMINDAfITANGANAN 

LAMP IRAN 
KEPUI'USAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 
TENTANG 
PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN KENDARAAN BERMOTOR YANG MENDAPATKAN 
PEMBEBASAN BEA MASUK UNTIJK KEPERLUAN SADAN INTERNASIONAL BESERTA 
PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA MILIK (2).......... KEPADA 
.......... (3) . 
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diisi nomor Keputusan Menteri mengenai persetujuan 
pemindahtanganan Kendaraan Bermotor yang mendapatkan 
pembebasan bea masuk untuk keperluan Badan Intemasional 
beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia. 
diisi nama penertma fasilitas. 
diisi nama pihak yang menerima pernindahtanganan 
Kendaraan Bermotor. 
diisi jabatan Pejabat yang mengajukan permohonan. 
diisi nama Badan Intemasional. 
diisi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang kesekretariatan negara atau menteri/kepala lembaga 
terkait selaku ketua panltia nasional kegiatan atau pejabat 
yang ditunjuk, yang memberikan persetujuan. 
diisi nomor dan tanggal persetujuan dari menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemermtahan di bidang 
kesekretariatan negara atau menteri/kepala Iembaga terkait 
selaku ketua panitia nasional kegiatan atau pejabat yang 
ditunjuk. 
diisi nomor dan judul Peraturan Menteri mengenai 
pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan 
Badan Intemasional beserta Pejabatnya yang bertugas di 
Indonesia. 
diisi nomor dan judul peraturan perundang-undangan terkait. 
diisi nomor dan judul Keputusan Menteri mengenai pemberian 
pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan 
Badan Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas di 
Indonesia yang akan dilakukan pemindahtanganan. 
diisi nomor dan judul Keputusan Menteri mengenai pemberian 
pembebasan bea masuk kepada instansi/kementerian/ 
lembaga/pihak yang akan menerima pemindahtanganan 
barang. 
dipilih yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan di bidang perpajakan. 
diisi nama tern pat domisili penerima fasilitas. 
diisi nama Jabatan pihak yang menerima pernindahtanganan 
Kendaraan Bermotor. 
a. diisi nama Badan Intemasional pihak yang menerima 

pemmdahtanganan Kendaraan Bermotor, dalarn ha.I 
dilakukan pemindahtanganan kepada Badan 
intemasional atau Pejabatnya yang bertugas di 
Indonesia; 

b. diisi nama perwakilan negara astng pihak yang menerima 
pemindahtanganan Kendaraan Bermotor, dalam hal 
dilakukan pemindahtanganan kepada perwakilan negara 
asmg atau pejabatnya yang bertugas di Indonesia; atau 

c. diisi nomor identidas pihak yang menerima 
pemindahtanganan Kendaraan Bermotor berupa 
NIK/NPWP / dsb, dalam hal dilakukan pemindahtanganan 
kepada selain Badan Intemasional atau perwakilan 
negara asmg, 

diisi nama tempat domisili pihak yang menerima 
pemindahtanganan Kendaraan Bermotor. 
diisi pihak-pihak yang perlu diberikan salinan Keputusan 
Menteri. 

PETUNJUK PENGISIAN 
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Nomor (17) 

Nomor (16) 

Nomor (15) 

Nomor (13) 
Nomor (14) 

Nomor (12) 

Nomor (11) 

Nomor (9} 
Nomor (10) 

Nomor (8) 

Nomor (7) 

Nomor (4) 
Nomor (5) 
Nomor (6) 

Nomor (2) 
Nomor (3) 

Nomor (1) 
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diisi kota tempat ditetapkannya Keputusan Menteri. 
diisi tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya Keputusan 
Menteri. 
diisi nama Kantor Wilayah Direktorat J enderal Bea dan Cukai 
atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang 
menerbitkan Keputusan Mentert. 
diisi nama pejabat yang menandatangani Keputusan Menteri. 
diisi nomor urut barang. 
diisi uraian jenis, merek, tlpe, nomor mesin, nomor rangka, 
kapasitas mesin, dan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor. 
diisi jumlah barang. 
diisi satuan barang. 
diisi nilai pabean sesuai dengan pemberitahuan pabean 
impor. 
diisi nomor pas tarif/HS. 
diisi nomor Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea 
masuk atas impor barang untuk keperluan Badan 
Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia. 
diisi tanggal Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea 
masuk atas impor barang untuk keperluan Badan 
Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia. 
diisi nomor urut barang pada Keputusan Menteri mengenai 
pembebasan bea masuk atas tmpor barang untuk keperluan 
Badan Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas di 
Indonesia. 
diisi negara asal barang. 
diisi nama kantor pabean tempat pemasukan barang. 
diisi nomor pemberitahuan pabean dari barang impor terkait. 
diisi tanggal, bulan, dan tahun pemberitahuan pabean dari 
barang impor terkait. 
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Nomor (31) 
Nomor (32) 
Nomor (33) 
Nomor (34) 

Nomor (30) 

Nomor (29) 

Nomor (27) 
Nomor (28) 

Nomor (24) 
Nomor (25) 
Nomor (26) 

Nomor (21) 
Nomor (22) 
Nomor (23) 

Nomor (20) 

Nomor (18) 
Nomor (19) 
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PERHATIAN 
1. Surat Iztn Pernindahtanganan dengan Kewajiban Membayar Bea Masuk dan/atau PPN atau PPN dan 

PPnBM serta tidak dtpungut PPh Pasal 22 berlaku dalam Jangka 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 
ditetapkan. 

2. Apabila keberatan terhadap surat persetujuan tersebut di atas dapat mengajukan pembatalan dalam 
jangka waktu 30 (tlgapuluh} hart sejak tanggal ditetapkan. 

*) diisl dalam hal barang dtgunakan untuk keperluan Pejabat. 

Tembusan: 
1. (39) ; 
2. . dst 

................. (38) . 

a.n. Menteri Keuangan Republik Indonesia 
Kepala ...... (37) .....•... , 

Berdasarkan persetujuan (33) Nomor (34) .. 

.•••• (35) ..... , ..... (36) ..... 

: (30) . 
: (31) . 
: (32) . 

Kepada: 
Nama 
Nomor Identitas 
Alamat 

Nilai Pabean Pos Tarif/HS Tartf BM, Cukai, PPN, Rlncian Pembayaran PPnBM, PPh Pasal 22 

BeaMasuk ... (19) ... % = ..... (24) ..... 

Cukai ... (20) ... % = ..... (25) ..... 

....... (17) ....... ....... (18) ....... PPN ... (21) ... % = . .... (26) ..••• 

PPnBM ... (22) ... % = ..... (27) ..... 

PPh Pasal 22 ... (23) ... % = ..... (28) ..... 

Jumlah ..... (29) ··•·· 

Untuk memindahtangankan Kendaraan Bermotor: 
Jenis : (6} . 
Merek dan Tipe : (7) . 
Tahun : (8) .. 
Nomor Rangka : (9) . 
Nomor Mesin : (IO) ............•.. 
Kapasitas Mesin : (ll) . 
Formulir B Nomor : (12) Tanggal : (13) . 
Pem. Pabean : (14) Tanggal : (15) . 
Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk : (16) .. 

dengan disertai kewajiban membayar Bea Masuk dan/atau PPN atau PPN dan PPnBM serta tldak 
dlpungut PPh Pasal 22, dengan permctan sebagai bertkut: 

: (2) . 
: [3) .. 
: (4) . 
: (5) . 

Diizinkan kepada: 
Nama 
Jabatan*) 
Badan lntemasional 
Alamat 

SURAT IZIN PEMlNDAHTANGANAN 
DENGAN KEWAJlBAN MEMBAYARBEA MASUK DAN/ATAU PPN ATAU PPN DAN PPNBM 

SERI'A TIDAK DIPUNGlIT PPH PASAL 22 
NOMORSI- (1) . 

E. CONTOH FORMAT SURAT IZIN PEMINDAHTANGANAN KENDARAAN 
BERMOTOR DENGAN KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK DAN/ATAU 
PPN ATAU PPN DAN PPNBM SERfA TIDAK DIPUNGUT PPR PASAL 22 
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diisi nomor Surat Izin Pemindahtanganan dengan Kewajiban 
Membayar Bea Masuk dan/ a.tau PPN atau PPN dan PPnBM 
serta Tidak Dipungut PPh Pasal 22. 
diisi nama penerima fasilitas. 
diisi jabatan Pejabat yang mengajukan permohonan. 
cliisi nama Badan Intemasional. 
diisi nama tern pat domisili penerima fasilitas. 
diisi jenis Kendaraan Bermotor. 
diisi merek dan tipe Kendaraan Bermotor. 
diisi tahun pembuatan Kendaraan Bermotor. 
diisi nomor rangka Kendaraan Bennotor. 
diisi nomor mesin Kendaraan Bermotor. 
diisi kapasitas mesin Kendaraan Bermotor. 
diisi nomor surat keterangan pengimporan Kendaraan 
Bennotor berupa Formulir B atau surat keterangan lainnya. 
diisi tanggal, bulan, dan tahun surat keterangan pengtmporan 
Kendaraan Bermotor berupa Formulir B atau surat 
keterangan lainnya. 
diisi nomor pemberitahuan pa.bean dari barang impor terkait, 
diisi tanggal, bulan, dan tahun pemberitahuan pabean dart 
barang impor terkait. 
diisi nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai 
pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan 
Badan Intemasional beserta Pejabatnya. 
diisi nilai pa.bean dalam Rupiah. 
diisi pos tarif/HS. 
diisi persentase tartf bea masuk. 
diisi persentase tarif cukai. 
diisi persentase tarif PPN. 
diisi persentase tarif PPnBM. 
diisi persentase tarif PPh Pasal 22. 
diisi jurnlah bea masuk yang wajib dilunasi. 
diisi jurnlah cukai yang wajib dilunasi. 
diisi jumlah PPN yang wajib dilunasi. 
diisi jumlah PPnBM yang wajib dilunasi. 
diisi jumlah PPh Pasal 22 yang wajib dilunasi. 
diisi total jumlah bea masuk, cukai, PPN, PPnBM , dan PPh 
Pasal 22 yang wajib dilunasi. 
diisi nama Orang/pemerintah pusat/pemerintah daerah/ 
badan/Iembaga yang menerima pemindahtanganan 
Kendaraan Bermotor. 
diisi nomor identitas Orang/pemertntah pusat/pemerintah 
daerah/badan/lembaga yang menerima pemindahtanganan 
Kendaraan Bermotor berupa NIK/NPWP / dsb. 
diisl nama tempat domisili Orang/pemertntah pusat/ 
pemerintah daerah/badan/lembaga yang menerima 
pemindahtanganan Kendaraan Bermotor. 

PETUNJUK PENGISIAN 
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Nomor (32) 

Nomor (31) 

Nomor (30) 

Nomor (17) 
Nomor (18) 
Nomor (19) 
Nomor (20) 
Nomor (21) 
Nomor (22) 
Nornor (23) 
Nomor (24) 
Nomor (25) 
Nomor (26) 
Nomor (27) 
Nomor (28) 
Nomor (29) 

Nomor (16) 

Nomor (14) 
Nomor (15) 

Nomor (13) 

Nomor (2) 
Nomor (3) 
Nomor (4) 
Nomor (5) 
Nomor (6) 
Nomor (7) 
Nomor (8} 
Nomor (9) 
Nomor (10) 
Nomor (11) 
Nomor (12) 

Nomor (1) 

jdih.kemenkeu.go.id



diisi menteri yang menyelenggarakan urusan peme:rintahan di 
bidang kesekretariatan negara atau menteri/kepala lembaga 
terkait selaku ketua panitia nasional kegtatan atau pejabat 
yang ditunjuk, yang memberikan persetujuan. 
diisi nomor dan tanggal persetujuan dart mentert yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
kesekretariatan negara atau menteri/kepala lembaga terkait 
selaku ketua panitia nasional kegiatan atau pejabat yang 
ditunjuk. 
diisi kota tempat ditetapkannya surat izin pemindahtanganan 
Kendaraan Bermotor. 
diisi tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya surat izin 
pemindahtanganan Kendaraan Berrnotor. 
diisi nama Kantor Wilayah Direktorat J enderal Bea dan Cukai 
atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang 
menerbitkan surat izin pemmdahtanganan Kendaraan 
Bermotor. 
diisi nama pejabat yang menandatangam surat izin 
pemindahtanganan Kendaraan Bermotor. 
diisi pihak-pihak yang perlu diberikan tembusan surat izin 
pemindahtanganan Kendaraan Bermotor. 
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Nomor (39) 

Nomor (38) 

Nomor (37) 

Nomor (36) 

Nomor (35) 

Nomor (34) 

Nomor (33) 
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MEMUTUSKAN: 

IIBPUTUSAN MENTER! KEUANGAN TENI'ANG PEMBEBASAN BEA MASUK 
ATAS PEMINDAHTANGANAN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK KEPERLUAN 
BADAN INfERNASIONAL BESERfA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI 
INDONESIA KEPADA (2) .....•.... 

Memberikan pembebasan bea masuk, pembebasan Pajak Pertambahan Nilai 
atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta 
dikecuaHkan darl pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22*) (9) atas 
pemindahtanganan Kendaraan Bermotor untuk keperluan Badan Intemasional 
beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia, kepada: · 
a. Nama : (2) ...•.••••••.•.......•.••••......•••••.• 

b. Jabatan**) : (3) . 
c. Badan Jnternasional : (4) . 

d. Alamat : (10) .. 

dengan rincian jurnlah barang, jenis barang, harga, negara asal, dan 
pelabuhan/bandar udara"] pernasukan: tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dart Keputusan Menteri ini. 

Pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERfAMA 
diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERfAMA 

akan dlgunakan untuk (11).......... serta tidak untuk 
diperjualbelikan; 

b. perubahan tujuan penggunaan atau pemindahtanganan Kendaraan 
Berrnotor sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tidak dapat 
dilakukan sebelum mendapat izin dart Direktorat Jenderal Bea dan 
Cukai; 

c. apabila syarat tersebut pada huruf a dan huruf b tidak. dipenuhi atau 
terdapat penyalahgunaan darl Kendaraan Bermotor sebagaimana 
dimaksud dalam Diktum PERfAMA, pemberian pembebasan bea masuk 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi: dan 

d. terhadap Kendaraan Bermotor yang disalahgunakan dikenakan bea 
masuk serta pajak dalam rangka impor serta sanksi administrasi berupa 
denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor (?) ...•.....• ; 
....•.•••• (8} ••••.••••• ; 

l. 
2. 

b. 

bahwa sesuai dengan basil penelitian terhadap surat perrnohonan (3) . 
. .. (4)... dengan persetujuan (5).......... Nomor (6) . 
dtperoleh kesimpulan bahwa permohonan pembebasan bea masuk atas 
pemindahtanganan Kendaraan Bermotor untuk keperluan Badan 
Intemasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia telah 
memenuhi syarat untuk dapat diberikan persetujuan: 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagatrnana dimaksud dalam huruf a, 
perlu menetapkan Keputusan Menter! Keuangan tentang Pembebasan 
Bea Masuk Atas Pemindahtanganan Kendaraan Bermotor Untuk 
Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya yang Bertugas di 
Indonesia Kepada (2) •.......•. ; 

a. 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

KE DUA 

PE Rf AMA 

Menetapkan 

Mengingat 

Menimbang 

TENT ANG 
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS PEMINDAHfANGANAN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK 

KEPERLUAN BADAN JNI'ERNASIONAL BESERrA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA 
KEPADA (2) ••.•.•.••• 

KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR (l) . 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

F. CONTOH FORMAT KEPUWSAN MENTER! KEUANGAN MENGENAI 
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS PEMINDAHTANGANAN KENDARAAN 
BERMOTOR UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERfA 
PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA 
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/ffJ 

*) dipilih yang sesual. 
"'*) diisi dalarn hal barang dtgunakan untuk keperluan Pejabat, 

....•..... (17) .. 

a.n. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
KEP.AIA (16) , 

Ditetapkan di (14) ..••...... 
pada tanggal (15) . 

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada : 
1. . .......•. (13) . 
2. . dst 

KE LIMA 

KEEMPAT 

Menunjuk Kantor (12) sebagat kantor pabean tempat penyelesaian 
kewajiban pabean atas pemindahtanganan Kendaraan Bermotor sebagaimana 
dimaksud dalam Diktum PERfAMA dengan menerbitkan Formulir B baru 
sebagai pengganti Formulir B sebelumnya. 
Pemberian pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Dfktum 
PERfAMA, sewaktu-waktu dapat dilakukan pemertksaan kernudlan oleh 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 
Keputusan Mentert ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

KETIGA 
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......... (17) .. 

a.n, MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
KEPALA (16) , 

KANTOR PEMBERITAHUAN 
URAIAN JUMLAtl SATUAN PERKIRAAN POS NEGARA PABEAN PABEAN 

NO. BARANG B.ARANG BARANG HAR GA TARIF ASAL TEMPAT 
PEMASUKAN NOMOR TAN GOAL 

.. (18) .. •• (19} .. .. (20) .. •• (21] .. .. (22) .• .• (23) .. ..(24) •• ..(25} .. .. (26] .. ..(27] .. 

: (2) .. 
.•.......• (3) ••........ 
.......... (4) . 
......... (10} ..•...... 

Nam a 
.Jabatan=] 
Badan Internasional 
Alam at 

DAITAR BARANG YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS PEMINDAI-ITANGANAN 
KENDARAAN BERMOTOR UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA 

YANG BERI1JGAS DI INDONESIA 

LAMPI RAN 
KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN REPUBUK INDONESIA 
NO MOR 
TANGGAL 
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS PEMINDAHfANOANAN· 
KENDARAAN BERMOTOR UNI'UK KEPERLUAN BADAN 
lNTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BEIITUGAS DI 
INDONESIA KEPADA (2) . 
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diisi nomor Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea 
masuk atas pemindahtanganan Kendaraan Bermotor untuk 
keperluan Badan Intemasional beserta Pejabatnya yang bertugas 
di Indonesia. 
diisi nama penerima fasilitas. 
dtisi jabatan Pejabat yang mengajukan permohonan. 
diisi nama Badan Intemasional. 
diisi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang kesekretartatan negara atau menteri/kepala lembaga 
terkait selaku ketua panitia nasional kegiatan atau pejabat yang 
ditunjuk, yang memberikan persetujuan. 
diisi nomor dan tanggal persetujuan mentert yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
kesekretariatan negara atau menteri/kepala Iembaga terkait 
selaku ketua panitia nasional kegtatan atau pejabat yang 
ditunjuk. 
diisi nomor dan judul Peraturan Menteri mengenai pembebasan 
bea masuk atas impor barang untuk keperluan Badan 
Intemasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia. 
diisi nomor dan judul peraturan perundang-undangan terkait. 
dipilih yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan di bidang perpajakan. 
diisi nama tempat domisili penerima fasilitas. 
diisi uraian mengenat tujuan penggunaan barang oleh penerlma 
fasilitas. 
dtisi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat pemasukan 
barang. 
diisi kementerian/lembaga, instansi, atau unit terkait yang perlu 
diberikan salinan Keputusan Menteri. 
diisi kota tempat diterbitkannya Keputusan Menteri. 
diisi tanggal, bulan, dan tahun diterbitkannya Keputusan 
Menteri. 
diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menerbitkan 
Keputusan Menteri. 
diisi nama pejabat yang menandatangani Keputusan Menteri. 
diisi nomor urut barang yang mendapatkan pembebasan bea 
masuk. 
diisi uraian jenis, merek, tipe, nomor mesin, nomor rangka, 
kapasitas mesin, dan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor. 
diisi jumlah barang yang bersangkutan. 
diisi satuan barang yang bersangkutan, 
diisi perkiraan harga barang yang bersangkutan. 
diisi nomor pas tarif /HS. 
diisi negara asal barang yang bersangkutan. 
diisi nama kantor pabean tempat pernasukan barang. 
diisi nomor pemberitahuan pabean dari barang Imper terkait. 
diisi tanggal, bulan, dan tahun pernberitahuan pabean dari 
barang impor terkait. 

PETUNJUK PENGISIAN 
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Nomor (20) 
Nomor (21) 
Nomor (22) 
Nomor (23) 
Nomor (24) 
Nomor (25) 
Nomor (26) 
Nomor (27) 

Nomor (19) 

Nomor (17) 
Nomor (18) 

Nomor (16) 

Nomor (14) 
Nomor (15) 

Nomor (13) 

Nomor (12) 

Nomor (10) 
Nomor (11) 

Nomor (8) 
Nomor (9) 

Nomor (7) 

Nomor (6) 

Nomor (2) 
Nomor (3) 
Nomor (4} 
Nomor (5} 

Nomor (1) 
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SPPBMCP ini dibuat rangkap 3 (tiga): 
- Rangkap ke-I untuk Penerima Fasllitas/Penertma Pemindahtanganan 
- Rangkap ke-2 untuk Pimplnan kementerlan yang menyelenggarakan urusan pemertntahan di bidang 

kesekretartatan negara 
- Rangkap ke-S untuk Pejabat Bea dan Cukai 

.......... (36) .. 
MP (37) . 

• (35) . 

PERHATIAN: 

.......... (38) .. 

= (28) . 
= (29) . 
= (30) . 
= (31) .. 
== (32) . 
- .(33) . 

.......... (34) .. 

Bea Masuk (22) % 
Cukai (23) % 
PPN (24) % 
PPnBM (25) % 
PPh Pasal. 22 (26) % 
Denda (27) % 

Jumlah 

Perhitungan Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak Dalam Rangka Impor 

j Dalarn Rupiah (Rp) : (21).... f I NDPBM : (20) .. 

I (17).......... I (IS).......... I (lg).......... I .......... (16) .. I .. (15).. I 

sebagai berikut: 

: (12) . 
: (13) . 
: (14) . 

Nomor Identitas 
NPWP 
Alam at 

: (8) . 
: (9) . 
: (10) . 

Noroor Identltas 
NPWP 
Alamat 

Eksportlr /Penerlma Plndah Tangan •1: 
Nama : (11) . 

lrnportlr /Penerima FasJlitas •): 
Nama : (7) . 

Berdasarkan Surat Iztn Pemlndahtanganan Nomor (4) tanggal (5} dengan ini 
dltetapkan tartfdan nilaJ pabean terhadap (6) .. 
atasnama: 

SURAT PENETAPAN PEMBAY.ARAN BEA MASUK, CUKAJ, DAN/ATAU PAJAK 
DALAM RANGKA IMPOR (SPPBMCP) 

Nomor : (2) . 
Tanggal : (3) . 

.KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAJ 
.......... (1) .. 

- Pos Tarlf I HS 
- Tarif BM, Cukai, 

PPN, PPnBM. PPh 
Pasal. 22 

Nilat Pabean 
Uraian Barang Secara 

Lengkap Mellputl Jenls, Jumlah Dan -Jenis 
Jumlah. Merek, Tipe, Ukuran, Satuan 

Dan SpesUlkasi Lainnya 
No. 

G. CONTOH FORMAT SURAT PENETAPAN PEMBAYARAN BEA MASUK, 
CUKAI, DAN/ ATAU PAJAK DAI.AM RANG KA IMPOR · 
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•••••••.•. (36) ..•.•••••• 
NIP ..•.. (37) ...••....• 

• •••••.••• (35) •.......•.• 

...•..•••• (17).......... I · (18) ······ I (19) . .....•.... (16) ..•..••.•• •. (15) .. 

Uralan Barang Secara Lengkap - Pos Tarlf I HS 
No. MeUputl Jenis, Jumlah. Merek, Jumlah Dan Jenis Nllai Pabean - Tartf BM, Cukal, 

Tipe, Ukuran, Dan Speslflkasi Satuan PPN, PPnBM. PPh 
Lainnya Pasal 22 

PENEI'APAN PEJABAT BEA DAN CUKAJ 

halaman ... (39) ... darl ... (40) ... UnitKerja 
Nomor 

: (!) .....•.•.. 
: •••••••••• (2) .•.•.••.•• 

LEMBAR LANJUTAN SPPBMCP 
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diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau 
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat 
SPPBMCP diterbitkan. 
diisi nomor SPPBMCP. 
dilsi tanggal pendaftaran SPPBMCP. 
diisi nomor Surat Izin Pemindahtanganan. 
diisi tanggal Surat Izin Pemindahtanganan. 
diisi jenis barang impor atau jenis prosedur 
Contoh : pemindahtanganan Kendaraan Bermotor eks 

fasilitas Badan Intemasional. 
diisi nama importir /penerima fasilitas dan jabatan apabila 
ada. 
diisinomoridentitas(KTP/Paspor/Lainnya). 
diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) apabila ada. 
diisi alamat importir /penerima fasilltas. 
diisi nama eksportir /penerima pindah tangan. 
diisi nomor identitas (KTP /Paspor /Lainnya). 
diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) apabila ada. 
diisi alamat eksportir/penerima fasilitas. 
diisi dengan nomor urut. 
diisi hasil pemeriksaan Pejabat Bea dan Cukai mengenat jenis, 
jumlah, merek, tipe, ukuran, dan spesifikasi dart barang 
impor. 
diisi jumlah dan jerus satuan barang yang dipergunakan. 
diisi nilai pabean yang ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai. 
diisi pada kolom yang disediakan dengan penetapan Pejabat 
Bea dan Cukai rnengenai: 
a. klasifikasi barang; dan 
b. besamya pembebasan bea masuk, cukal, PPN, PPnBM,. 

dan PPh Pasal 22. 
diisi Nilai Dasar Perhrtungan Bea Masuk (NDPBM), yattu nilai 
tukar yang dipergunakan sebagat dasar perhitungan bea 
masuk. 
diisi nilai pabean dalam Rupiah, yaitu basil perkalian antara 
nilai pabean pada kolom angka 18 dengan NDPBM pada 
kolom angka 21. 
diisi tarif bea masuk. 
diisi tarif cukai. 
diisi tarif PPN. 
diisi tarif PPnBM. 
diisi tarif PPh Pasal 22. 
diisi tarif denda, apabila terdapat denda yang dihitung dengan 
persen. 
diisi jumlah bea masuk yang wajib dilunasi. 
diisi jumlah cukai yang wajib dilunasi. 
diisi jumlah PPN yang wajib dilunasi. 
diisi jumlah PPnBM yang wajib dilunasi. 
diisi dengan jumlah PPh Pasal 22 yang wajib dilunasi. 
diisi dengan jurnlah denda apabila ada. 

PETUNJUK PENGISIAN 
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Nomor (28) 
Nomor (29) 
Nomor (30) 
Nomor (31) 
Nomor (32) 
Nomor (33) 

Nomor (22) 
Nomor (23) 
Nomor (24} 
Nomor (25} 
Nomor (26) 
Nomor (27) 

Nomor (21) 

Nomor (20) 

Nomor (17) 
Nomor (18) 
Nomor (19) 

Nomor (8) 
Nomor (9) 
Nomor (10) 
Nomor (11) 
Nomor (12) 
Nomor (13) 
Nomor (14) 
Nomor (15) 
Nomor (16) 

Nomor (7) 

Nomor (2) 
Nomor (3) 
Nomor (4) 
Nomor (5) 
Nomor (6) 

Nomor (1) 
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diisi dengan total jumlah bea masuk, cukai, pajak, dan denda 
yang wajib dilunasi. 
diisi nama jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan 
SPPBMCP. 
diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan 
SPPBMCP. 
diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan SPPBMCP. 
diisi dengan keterangan lainnya seperti dasar hukum, 
ketentuan pembayaran, tanggal jatuh tempo dll. 
diisi nomor halaman. 
diisi jumlah halaman. 
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Nomor (39) 
Nomor (40) 

Nomor (37) 
Nomor (38) 

Nomor (36) 

Nomor (35) 

Nomor (34) 

jdih.kemenkeu.go.id



Terhadap Kendaraan Bermotor sebagatrnana dimaksud dalam Diktum 
PERI'AMA yang pada wak.tu impor bea masuknya telah dibayar, tidak dapat 
diberikan restitusi. 

Ini, 

dengan rtnclan jumlah dan jenis barang sebagatmana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dart Keputusan Menteri 

d. 
c. 

: (2) . 

: (3) . 
; (4) . 

: (11) .. 

Jabatan••) 
Badan Internasional 
Alarnat 

b. 

Memberikan persetujuan pemusnahan Kendaraan Berrnotor yang 
rnendapatkan pembebasan bea masuk, pembebasan Pajak Pertarnbahan 
Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, 
serta dikecualikan dart pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22*) (10) untuk 
keperluan Badan Intemasional beserta pejabatnya yang bertugas di 
Indonesia milik: 
a. Nama 

MEMlJI'USKAN: 
KEPUTUSAN MEN1ERI KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN 
PEMUSNAHAN KENDARAAN BERMOTOR YANG MENDAPATKAN 
PEMBEBASAN BEA MASUK UNfUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL 
BESERl'A PEJABATNYA YANG BERI'UGAS DI INDONESIA MILIK 
.......... (2) . 

1. 
2. 
3. 

b. 

bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat pennohonan 
. .. (3)... . .. (4)... dengan persetujuan (5).......... Nomor 
.......... (6) , diperoleh kestmpulan bahwa pennohonan 
pemusnahan Kendaraan Bermotor yang telah dibertkan perobebasan 
bea masuk untuk keperluan Badan Intemasional beserta Pejabatnya 
yang bertugas di Indonesia telah memenuhi persyaratan untuk dapat 
dtberikan persetujuan; 
bahwa berdasarkan · pertimbangan sebagairnana dimaksud dalam 
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang 
Persetujuan Pemusnahan Kendaraan Bermotor Yang Mendapatkan 
Pembebasan Bea Masuk Untuk Keperluan Badan Internasional 
Beserta Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia Milik (2) ; 
Peraturan Mented Keuangan Nomor (7} ; 

.......... (8) : 
Keputusan Menter! Keuangan Nomor (9) ; 

a. 

KEDUA 

PEITTAMA 

Menetapkan 

Mengingat 

Menimbang 

TENfANG 
PERSETUJUAN PEMUSNAHAN KENDARMN BERMOTOR YANG MENDAPATKAN 

PEMBEBASAN BEA MASUK UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA 
PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA :MILIK (2) . 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. 

KEPUI'USAN MENTER! KEUANG.AN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR (1) •••••••.•. 

H. CONTOH FORMAT KEPUIUSAN MENTER! KEUANGAN MENGENAI 
PERSETUJUAN PEMUSNAHAN KENDARAAN BERMOTOR YANG TEI.AH· 
DIBERIKAN PEMBEBASAN BEA IvIASUK UNTUK KEPERLUAN BADAN 
INTERNASIONAL BESERfA PEJABATNYA YANG BERrUGAS DI 
INDONESIA 
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"') dipilih yang sesuai . 
.. ) diisi dalam hal barang digunakan untuk keperluan Pejabat. 

••...••... (16) •••••..••. 

Ditetapkan di (13) . 
pada tanggal (14) . 

a.n. MENTER! KEUANGAN REPUBUK INDONESIA 
KEPALA (15) , 

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada: 
1. (12] . 
2. . dst 

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai 
dengan 60 (enam puluh) hari sejak tanggal ditetapkan, 

KETIGA 
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.......... (16) . 

a.n. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
KEPALA (15) . 

KEPlITUSAN MENfERI KEUANGAN KANTOR PEMBERITAHUAN 

NO. URAIAN BARANG JUMLAH SATUAN NILA! POSTARIF/HS TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK NEGARA ASAL PABEAN PABEAN 
BARANG BARANG PABEAN TEMP AT 

NOMOR TANGGAL NO. URUf PEMASURAN NOMOR TANGGAL 

•• (17) .. .. (18) .• .• (19) .. .. (20) .. .. (21) .. .. (22) .. .• (23) .. ..(24) .. ..(25) •. ..(26) .. .. (27) .. ..(28) .. ..(29) .. 

.......... (2) ...••.••.. 
: (3) . 

.......... (4) . 
: ..•...... (11) ...•.••.. 

Narna 
.Jabatan=l 
Badan Intemasional 
Alamat 

DAFI'AR KENDARAAN BERMOTOR YANG MENDAPATKAN PERSETUJUAN PEMUSNAHAN 

LAMPIRAN 
KEPUI1JSAN MENTERJ KEUANGAN REPUBUK INDONF..SIA 
NOMOR 
TENTANG 
PERSETUJUAN PEMUSNAHAN KENDARAAN BERMOTOR YANG MENDAPATKAN 
PEMBEBASAN BEA MASUK UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA 
PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA MILIK (2) . 
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/-f) 

diisi nomor Keputusan Menteri mengenat persetujuan 
pemusnahan Kendaraan Bermotor yang mendapatkan 
pembebasan bea masuk untuk keperluan Badan Intemasional 
beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia. 
diisi nama penerima fasilitas 
diisi jabatan Pejabat yang mengajukan permohonan. 
diisi nama Badan Intemasional. 
diisi menteri yang menyelenggarakan urusan pemertntahan di 
bidang kesekretariatan negara atau menteri/kepala lembaga 
terkait selaku ketua panitia nasional kegtatan atau pejabat 
yang dltunjuk, yang memberikan persetujuan. 
diisi nomor dan tanggal persetujuan menteri yang 
rnenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
kesekretariatan negara atau pimpinan kementerian/lembaga 
terkait selaku ketua panitla nasional kegtatan atau pejabat 
yang ditunjuk. 
diisi nomor dan judul Peraturan Menteri mengenai 
pembebasan bea masuk dan cukai atas Impor barang untuk 
keperluan Badan Intemasional beserta pejabatnya yang 
bertugas di Indonesia. 
diisi nomor dan judul peraturan perundang-undangan terkait. 
diisi nomor Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea 
masuk Impor barang untuk keperluan Badan Internastonal 
beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang 
mengajukan permohonan. 
dipilih yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan di bidang perpajakan. 
diisi nama tempat domisili penerima fasilitas. 
dlisi pihak-pihak yang perlu diberikan salinan Keputusan 
Menteri. 
diisi kota tempat diterbitkannya Keputusan Menteri. 
diisi tanggal, bulan, dan tahun diterbitkannya Keputusan 
Menteri. 
diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tempat 
pemasukan barang. 
diisi nama pejabat yang menandatangani Keputusan Menteri. 
diisi nomor urut barang. 
diisi uraian jenis, merek, tipe, nomor mesin, nomor rangka, 
kapasitas mesin, dan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor. 
diisi jumlah barang. 
diisi satuan barang. 
diisi nilai pabean sesuai dengan pemberitahuan pabean 
impor. 
diisi nomor pos tam/HS. 
diisi nomor Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea 
masuk atas lmpor barang untuk keperluan Badan 
Intemasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia. 
diisi tanggal Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea 
masuk atas impor barang untuk keperluan Badan 
Intemasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia. 
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Nomor (22) 
Nomor (23) 

Nomor (19} 
Nomor (20) 
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Nomor (15) 

Nomor (13) 
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Nomor (10) 

Nomor (8) 
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Nomor (7) 

Nomor (6) 

Nomor (2) 
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Nomor (4} 
Nomor (5) 

Nomor (1) 
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diisi nomor urut barang pada Keputusan Menteri mengenai 
pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan 
Badan Intemasional beserta Pejabatnya yang bertugas di 
Indonesia. 
diisi negara asal barang. 
diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau 
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat 
pemasukan barang. 
diisi nomor pemberitahuan pabean dart barang impor terkait. 
diisi tanggal, bulan dan tahun pemberitahuan pabean dari 
barang impor terkait. 
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*) Corel yang tldak perlu 

( (19) J ( (15) ) 

Pihak Yang Melakukan Pemusnahan Perwakilan Badan lntemasional 

Perwakilan Kementerian Keuangan Perwaldlan ..... (6) ..... 

Demikian Berita Acara Pemusnahan ini dibuat dengan sebenar-benamya dan untuk 
dipergunakan sebagatmana mestinya. 

yang telah mendapat persetujuan dari Kepala (36) atas nama Menteri Keuangan 
melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor {37) tanggal (38) . 
untuk diselesaikan kewajiban pabean dengan cara dimusnahkan menggunakan metode: 
dihancurkan/dibakar/di1edakkan/lainnya (39) *) di (40) 
.......................... (foto-foto basil pemusnahan dilampirkan). 

( (11) ) ( [7) ) 

: {25) . . .. .. .. • . . I .. .. . . . . . . . . (26) . 
: (27} I (28} . 
: (29) . 
: (30) . 
: (31) .. 
: (32) . 
: {33) .. 
: (34) . 
: (35) .. 

telah datang di (23) dan menyaksikan/melakukan pemusnahan kendaraan bermotor 
milik (24) dengan spesifikasi sebagal berikut: 
1. Pemberitahuan pabean impor 

Nomor /Tanggal 
Formulir B Nornor /tanggal 
Nama Pemilik dalam Formulir B 
Jenis/Merek/Tipe kendaraan 
Tahun 
Nomor Rangka 
NomorMesin 
Diimpor dari negara 
Nornor Palisi 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

A. Perwaldlan ..... (6) ..... 
1. Nama : (7) . 
2. NIP : (8) . 
3. Unit Kerja : (9) . 
4. Jabatan : (10) .. 

B. Perwakilan Kementerlan Keuangan 
1. Nama : (11) . 
2. NIP : (12) . 
3. Unit Kerja : (13) . 
4. Jabatan : (14) . 

c. Perwakilan Badan lntemaslonal 
1. Nama : (15) . 
2. Nomor Identintas : (16) . 
3. Badan Intemasional : (17) . 
4. Jabatan : (18) . 

D. Pihak Yang Melakukan Pemusnahan 
1. Nania : (19} . 
2. Nomor ldentintas : (20) . 
3. Nama Entitas : (21) . 
4. Jabatan : (22) . 

I. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMUSNAHAN UNTUK 
PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN KENDARMN BERMOTOR YANG 
TEI.AH DIBERIKAN PEMBEBASAN BEA MASUK UNTUK KEPERLUAN 
BADAN INTERNASIONAL BESERfA PEJABATNYA YANG BERfUGAS DI 
INDONESIA 

Pada hari inl, (1) tanggal (2) bulan (3) Tahun (4) di 
....... {5) karni yang bertandatangan di bawah inl: 
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diisi nama hart saat pelaksanaan pemusnahan. 
diisi nama tanggal saat pelaksanaan pemusnahan. 
diisi nama bulan saat pelaksanaan pemusnahan. 
diisi nama tahun saat pelaksanaan pemusnahan. 
diisi nama tempat (kota) pelaksanaan pemusnahan. 
diisi kementerian yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang kesekretariatan negara. 
diisi nama pejabat kementerian yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara yang 
menyaksikan pemusnahan. 
diisi Nornor Induk Pegawai (NIP) pejabat kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
kesekretariatan negara yang menyaksikan pemusnahan. 
diisi nama unit kerja pejabat kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
kesekretariatan negara yang menyaksikan. 
diisi narna jabatan pejabat kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
kesekretariatan negara yang menyaksikan pemusnahan. 
diisi nama pejabat Kementertan Keuangan yang menyaksikan 
pemusnahan. 
diisi Nomor Induk Pegawai (NIP) pejabat Kementerian 
Keuangan yang menyaksikan pemusnahan. 
diisi nama unit kerja pejabat Kementerian Keuangan yang 
menyaksikan pemusnahan. 
-dtlst nama jabatan pejabat Kementerian Keuangan yang 
menyaksikan pemusnahan. 
diisi nama Pejabat Badan Intemasional yang menyaksikan 
pemusnahan. 
diisi Nomor Identintas Pejabat Badan Intemasional yang 
menyaksikan pemusnahan. 
diisi nama Badan Intemasional. 
diisi nama jabatan Pejabat Badan Intemasional yang 
menyaksikan pemusnahan. 
dlisi nama pihak yang melakukan pemusnahan. 
diisi nomor identitas pihak yang melakukan pemusnahan. 
diisi nama entitas (perusahaan/badan/lainnya) yang 
melakukan pemusnahan. 
diisi nama jabatan yang melakukan pemusnahan. 
diisi nama tempat pelaksanaan pemusnahan. 
disii nama Badan Intemasional pemilik Kendaraan Bermotor 
yang dimusnahkan. 
diisi nomor pemberitahuan pabean barang impor terkait, 
diisi tanggal pemberitahuan pabean barang impor terkait. 
diisi nomor diisi nomor surat keterangan pengimporan 
Kendaraan Bermotor berupa Formulir B atau surat 
keterangan lainnya. 
diisi tanggal diisi nomor surat keterangan pengtmporan 
Kendaraan Bermotor berupa Formulir B atau surat 
keterangan lainnya. 
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diisi negara asal tempat pengiriman barang/Kendaraan 
Bermotor. 
diisi nomor polisi Kendaraan Bermotor pada saat beroperasi di 
Indonesia. 
diisi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau 
Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang 
menerbitkan Keputusan Menteri mengenai persetujuan 
pemusnahan Kendaraan Bermotor yang mendapatkan 
pembebasan bea masuk untuk keperluan Badan Intemasional 
beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia. 
diisi nomor Keputusan Menteri mengenai persetujuan 
pemusnahan Kendaraan Bermotor yang mendapatkan 
pembebasan bea masuk untuk keperluan Badan Intemasional 
beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia. 
diisi tanggal mengenai persetujuan pemusnahan Kendaraan 
Bermotor yang mendapatkan pembebasan bea masuk untuk 
keperluan Badan Intemasional beserta pejabatnya yang 
bertugas di Indonesia. 
diisi metode pemusnahan lainnya ijika ada). 
diisi lokasi tempat dilaksanakan pemusnahan. 

diisi tahun pembuatan Kendaraan Bermotor sesuai dengan 
invoice. 
diisi nomor rangka Kendaraan Bermotor yang akan 
dimusnahkan. 
diisi nomor me sin Kendaraan Bermotor yang akan 
dimusnahkan. 

diisi nama pernilik/penerima fasilitas yang tercantum dalam 
diisi nomor surat keterangan pengtmporan Kendaraan 
Bermotor berupa Formulir B atau surat keterangan lainnya. 
diisi jenis, merek, tipe Kendaraan Bermotor yang akan 
dimusnahkan. 
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